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Muh. Maldini BM, E 131 12 104, dengan “Kepentingan Jepang dalam 
Kerjasama Militer ke India”, di bawah bimbingan Munjin Syafik Asy’ariselaku 
pembimbing I dan Burhanuddin selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin.  
 
Penelitian ini menggambarkan tentang kebijakan kerjasamamiliter Jepang yang 
berdasarkan pada revisi Undang-Undang Keamanan Nasional Jepang. 
Pembahasan ini difokuskan pada kerjasama Jepang dan India dalam bidang 
militer. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
Deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka yang 
menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, dan artikel.Adapun teknik analisis 
data yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan mengamati fenomenadan 
menggambarkan melalui kata-kata serta melalui metode deduktif, yaitu 
mengumpulkan data-data, menguraikannya hingga menganalisis untuk menarik 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang melakukan revisi 
terhadap Pasal 9 Konstitusi yang mengatur tentang kebijakan pelarangan terhadap 
perang. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kebijakan kerjasama militer ke 
negara-negara mitra kerjasama, salah satunya adalah India.Pasal 9 dalam 
konstitusi Jepang dinilai tidak sesuai lagi dengan situasi politik internasional 
seperti pada pasca perang dunia kedua.Kondisi politik internasional telah begeser 
dengan mengutamakan kesejahteraan Negara-negara melalui kerjasama.Selain itu, 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam kerjasama militer Jepang ke India 
tidak hanya terdapat kepentingan nasional Jepang dalam kerjasama tersebut, 
melainkan juga terdapat kepentingan nasional India. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kerjasama bilateral, dalam hal ini berupa kerjasama militer antara Jepang 
dan India bersifat saling menguntungkan dalam bidang militer. 
 









Muh. Maldini BM, E 131 12 104, with “The Interest of Japan on the Military 
Cooperation to India”, at the direction of guidance Munjin Syafik Asy’arias 
supervisor I and Burhanuddin as supervisor II, at International Relation 
Departement, Social and Political Faculty, Hasanuddin University.  
 
This study explains about the Japan‟s policy of its military cooperation. The 
discussion focuses on cooperation between Japan and India in case of military 
cooperation. The research type that author use in this study is Descriptive. The 
data capture technical in this study are getting from library research which are 
come from books, journals, documents, articles. Analysis technicalthat the author 
used is qualitativewith observedphenomenon and describe them withwords and 
also with deductive method to collectdata and explaine until analyze to get 
conclusion. 
 
The researchshowed that Japan‟s Goverment bring about the revision of article 9 
of the Constitution that regulated about the banned of war. The purpose of that is 
to put outside the military cooperation to another countries, such as India. The 
Article 9 in Japan‟s constitutionappraisesnot appropriate more with the situation 
ofinternational politic such as likeafterthe World War II. The condition of 
international politics had been shiftedwithfocused onwelfare ofnations by 
cooperations. This research also showed that military cooperation of Japan to 
India not only shows that there are Japan‟s national interest in it, but also there are 
India‟s national interest of this cooperation. This is pointed out that bilateral 
cooperation, especially military cooperation between Japan and India are 
profitable in each country in the military sector. 
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A. Latar Belakang 
Pada perang dunia ke II, Jepang melancarkan serangan terhadap Amerika 
Serikat yang membuat luka mendalam sehingga Amerika Serikat melancarkan 
serangan ke wilayah Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom yang berakibat 
sangat besar bagi Jepang, seperti kerusakan fatal pada infrastruktur, ambruknya 
perekonomian. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat membuat Jepang menyerah 
kepada sekutu  dan menyerahkan hak kedaulatan kepada Amerika Serikat. 
Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, sebagai konsekuensinya Jepang 
harus rela mengikuti Perjanjian San Fransisco pada 8 September 1951 yang isinya 
membuat Jepang selalu berada dibawah pengawasan Amerika Serikat. Artinya 
adalah bahwa seluruh angkatan bersenjata Jepang dibubarkan dan tidak bisa 
membangun angkatan bersenjata untuk berperang. Jepang hanya diberikan 
otoritas untuk membela pertahanannya sendiri. 
Tetapi sebelum adanya perjanjian San Fransisco, Jepang memiliki konstitusi 
yang dibuat ketika pendudukan sekutu seusai perang dunia ke II. Pada pasal 9 
dalam konstitusi itu berbunyi : 
 
“Berita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan 
dan ketertiban, orang jepang selamanya meninggalkan perang sebagai 
hak kedaulatan bangsa dan ancaman penggunaan kekuatan sebagai 
sarana menyelesaikan sengketa Internasional.Dalam rangka mencapai 
2 
 
tujuan tersebut darat, laut, dan angkatan udara tidak diperkanankan.Hak 
untuk bermusuhan Negara tidak akan diakui”.1 
 
Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan terhadap agresi 
dan menolak semua kekuatan militer dan berimplikasi pada pertahanan Jepang 
yang tidak memiliki unsur militer apapun, meski industri Jepang mampu 
mengembangkan kekuatan militernya. Dengan hasil perjanjian San Fransisco dan 
mengacu pada konstitusi tersebut, maka otomatis Amerika Serikat memberikan 
konstribusi dalam bidang pertahanan Jepang. 
Keberadaan perjanjian tersebut membuat Jepang tidak memiliki kekuatan 
militer dan pertahanan yang kuat bagi negaranya.Hal ini membuat Jepang menjadi 
lebih fokus membangun perekonomian hingga sangat maju hingga saat ini. 
Terkait dengan perjanjian San Fransisco dan Konstitusi, yaitu pelarangan 
terhadap perang dan sangat menjunjung perdamaian dunia serta seluruh hal yang 
berbau militer akan diserahkan kepada Amerika Serikat. Hal ini yang membuat 
batasan bagi seluruh pengembangan militer Jepang dan hanya diperbolehkan 
untuk menjalankan kemampuan JSDF (Japan Self Defence Force). 
Seiring berjalanannya waktu, aspek militer dianggap menjadi penting bagi 
Jepang untuk menjaga diri segala ancaman dan bertujuan untuk menjaga stabilitas 
kawasan.Kebijakan pertahanan Jepang mulai mengalami pergeseran menjadi lebih 
aktif sejak berakhirnya Perang Dingin.Perubahan kebijakan memang dibutuhkan 
dalam rangka untuk memastikan kemampuan dalam menghadapi tantangan 
keamanan yang terus berkembang.Oleh sebab itu, Jepang mengupayakan 
                                                          
1
The Constitution of Japan,  
(www.kantei.go.jp/foreign/Constitution_and_Government_of_Japan/Constitution_e.html),  
diakses pada 13 April 2016. 
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perluasan peran militernya dengan cara merevisi kembali Undang-undang yang 
mengatakan Jepang dapat mengirim pasukan, alutsista, dan seluruh potensi militer 




Sebelumnya, Jepang memperketat aturan soal penggunaan kekuatan militer. 
Aturan ketat tersebut mengisolasi kekuatan Jepang dari dunia luar.Selama Jepang 
tidak diserang maka Jepang tidak dapat menggunakan kekuatan militernya.Hal 
tersebut dimulai ketika Jepang memutuskan untuk ikut serta dalam kerjasama 
penelitian pertahanan misil bersama Amerika Serikat, dan terus berlanjut hingga 
berkembang setelah insiden 9/11 yang membawa Jepang lebih gencar dalam 
memperkuat kerjasama misil dengan Amerika Serikat.
3
 
Seiring dengan perkembangan yang semakin bergejolak, Jepang tidak dapat 
lagi mengesampingkan stabilitas kawasan dan harus membuat perubahan demi 
memastikan kemampuan untuk menghadapi tantangan keamanan.
4
Oleh sebab itu 
Perdana Menteri Shinzo Abe mengajukan Rancangan Undang-undang yang 
merubah konstitusi Jepang.Dimana dalam Undang-undang tersebut 
memungkinkan Jepang untuk mengembangkan militernya agar dapat melindungi 
negaranya dari berbagai ancaman. 
Upaya untuk meloloskan RUU tersebut tidak hanya memicu perdebatan 
keras di parlemen, namun juga juga mendorong adanya protes dari masyarakat 
                                                          
2
 Mustika Putro, Epica.2012. Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang. Tesis. 
Universitas Indonesia: Jakarta. 
3
Dikutip melalui (http://berkas.dpr.go.id/.pengkajian/files/info_singkat/info%20singkat-VII-18-II-
P3DI-September-2015-75.pdf), diakses pada tanggal 13 April 2016. 
4
 Dikutip melalui (http://m.metrotvnews.com/read/2015/09/19/171571/Jepang-hidupkan-kembali-
kekuatan-militernya) , diakses pada tanggal 13 April 2016. 
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yang menolak hal tersebut karena dinilai melanggar konstitusi dan berpotensi 
membawa Jepang dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat.Disetujuinya 
Rancangan Undang-Undang Pertahanan mengubah posisi Jepang yang selama ini 
sebagai Negara pasifis. Sehingga, Jepang juga dapat memungkinkan untuk 
mengirim tentaranya ke luar negeri. 
Setelah disahkannya Undang-Undang Pertahanan yang baru, dimana saat ini 
masih dalam bentuk rancangan undang-undang, Jepang akan mengaktifkan 
kembali kekuatan militernya pertama kali dalam 70 tahun terakhir
, 
meskipun 
Undang-undang ini akan menjadi kontoversi dalam negeri sendiri.
5
Oleh sebab itu, 
pengesahan Undang-undang ini menjadi perubahan bersejarah bagi kebijakan 
keamanan Jepang dan menjadi awal bangkitnya militer Jepang. 
Salah satu cara Jepang untuk memperlihatkan kekuatan militernya adalah 
dengan mengembangkan teknologi militer dan melakukan ekspansi alutsista 
militer dalam bentukkerjasama teknologi militer terhadap Negara-negara aliansi 
keamanannya. Setelah Perang Dunia II, Jepang yang menandatangani perjanjian 
San Fransisco pada 8 September 1951 membuat Jepang tidak memiliki kekuatan 
militer dan pertahanan yang kuat bagi negaranya. Hal tersebut membuat Jepang 
lebih fokus pada bidang ekonomi hingga saat ini. Dengan keadaan ekonomi yang 
baik membuat Jepang mengembangkan teknologinya sehingga memungkinkan 
Jepang untuk melakukan transfer teknologi. Salah satu kebijakan Jepang yang 
semakin menekankan bahwa militernya berkembang yaitu memperluas misil SDF 
(Self Defence Force) dengan melakukan pengiriman keluar wilayahnya untuk 
                                                          
5
 Dikutip melalui (http://m.metrotvnews.com/read/2015/09/19/171571/Jepang-hidupkan-kembali-
kekuatan-militernya) , diakses pada tanggal 13 April 2016. 
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operasi-operasi di bawah PBB dan yang bukan PBB, seperti melakukan 
pengiriman untuk membantu Amerika Serikat di Irak.  
Perluasan peran militer Jepang menyebabkan perubahan kekuatan 
dikawasan Asia. Dengan kekuatan militer yang lebih aktif, Jepang akan memiliki 
kekuatan yang lebih besar dalam mengelola persoalan keamanan dikawasan Asia–
Pasifik. Maka dari itu, Jepang melakukan kerjasama bilateral dalam hal kerjasama 
militer di kawasan Asia,salah satunya adalah India.
6
 
Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diutarakan pada pargraf 
sebelumnya, maka sangat penting untuk diadakan penelitian terkait kebijakan 
Jepang dalam pengembangan teknologi perang dan ekspansi militer. Melalui 
penelitian ini pula akan dijelaskan seluruh kebijakan yang terkait transfer 
teknologi Jepang. Sehingga dengan ini, penulis akan melakukan penelitian yang 






B. Batasan dan Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, hal yang menjadi fokus dari penelitian ini 
adalah mengenai kebijakan dan kepentingan pemerintah Jepang terkait dengan 
kerjasama militer. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya penulis akan 
                                                          
6
Dikutip melalui (http://www.wsj.com/articles/india-japan-strengthen-ties-with-industrial-military-
agreements-1450026031), diakses pada tanggal 13 April 2016. 
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mengangkat masalah seperti yang akan dijabarkan dalam rumusan 
masalah.Adapun dalam penelitiannya, penulis akan membatasi masalah tersebut 
dengan hanya meneliti tentang kebijakan dan kepentingan Jepang terkait 
kerjasama militer terhadap Negara India. 
Masalah yang akan diangkat dalam penelitian dan kemudian dibahas dalam 
pembahasan nantinya adalah seperti yang akan dijabarkan dalam rumusan 
masalah berikut ini: 
1. Mengapa Jepang melakukankerjasama militer dengan India? 
2. Bagaimana peluang dan tantangankerjasama militer Jepang dengan India? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dengan melihat pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
penelitian ini memiliki tujuan : 
1. Untuk mengetahui alasan Jepang melakukan kerjasama militerdengan 
India. 
2. Untuk menjelaskan peluang dan tantangan kerjasama militer Jepang 
dengan India. 
Adapun manfaat dari penelitian inidiharapkan dapat : 
1. Memberi informasi kepada para pengkaji hubungan internasional terutama 
yang berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan Jepang terhadap Negara 
India yang membawa hubungan kerjasama militer terhadap Negara 
tersebut. 
2. Menjadi sumber informasi tentang kepentingan nasional melalui 




D. Kerangka Konseptual 
Segala perubahanyang terjadi dengan cepat dalam lingkup hubungan 
internasional telah memunculkan berbagai isu, baik dari bidang politik; ekonomi; 
sosial; budaya; hingga militer. Masyarakat seringkali berharap negara-negara 
menegakkan nilai-nilai kunci seperti keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, 
dan kesejahteraan. Secara historis, sistem negara terdiri dari banyak negara yang 
dipersenjatai dengan sangat kuat, termasuk sejumlah kecil negara-negara besar 
yang seringkali berlaku sebagai saingan militer dan kadang-kadang harus 
berperang dengan yang lainnya. Kenyataan negara sebagai mesin perang tersebut 
memberi tekanan nilai keamanan.
7
 
Dalam Ilmu Hubungan Internasional, untuk memenuhi kebutuhan 
negaranya yang terangkum dalam kepentingan negara, secara langsung maupun 
tidak langsung suatu negara akan bergantung kepada negara lain. Salah satunya 
yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerja sama secara umum 
diartikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan 
negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, 
kerjasama antar-negera juga bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-
negara didunia yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan 
keamanan, kebudayan, ekonomi, hingga militer. 
Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki 
tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Yang terdiri seperangkat aturan, 
                                                          
7
 Robert Jackson & Georg Sorenson.2015 Pengantar Studi Hubungan Internasional,Bandung,  
Nusa Media, hal.38. 
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prinsip-prinsip, norma-norma dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur 
jalannya rezim internasional.
8
Holsti menjelaskan bahwa terbentuknya suatu 
kerjasama berdasarkan pada banyak hal seperti saling mendekat negara dalam 
menyelesaikan masalah atau membahas suatu masalah, mengemukakan bukti 
teknis untuk persetujuan penyelesaian perundingan dengan perjanjian atau 
pengertian yang menguntungkan kedua pihak
9
. Dalam penelitian ini, kerjasama 
yang dilakukan meliputi kerjasama di bidang pertahanan keamanan khususnya 
pada kerjasam militer Jepang terhadap aliansi keamanan yang akan dibatasi hanya 
pada Negara India. Dimana dalam kerjasama antara Jepang dengan India disebut 
juga dengan kerjasama bilateral. Dalam membentuk sebuah kerjasama maka 
setiap negara memiliki tujuan masing-masing yang saling mempunyai 
kepentingan nasionalnya dalam  hal keamanan yang telah dirumuskan dalam 
kebijakan. 
Penelitian ini juga berlandaskan pada konsep keamanan internasional 
dimana konsep ini merujuk pada suatu ancaman yang bersifat militer dan 
memfokuskan pada aspek suatu negara. Menurut Buzan
10
, the aspect of individual 
security relates to what might called social threats those arising from the fact that 
people find themselves embedded in human environment, social, economic and 
political consequences. Keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup 
yang berkaitan dengan dimensi politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Dimana tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan,dan ancaman 
                                                          
8
 Lisa L.Martin,“Noe Liberalism” dalam Internasional Relations  Theories: Discipline and  
Diversity.2007, hal.11. 
9
 K.J.Holsti,Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Jakarta,Erlangga, 1998, hal.209. 
10
Barry Buzan, People, State and Fear.Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1991,hal.19. 
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yang saling berrbeda-beda. Lingkungan dan pergolakan dinamika internasional 
merupakan hal yang sangat penting dijadikan analisis keamanan dalam upaya 
memahami hubungan yang kompleks. Akan tetapi, konsep keamanan 
internasional tidak digunakan dalam menganalisa kepentingan Jepang dalam 
kerjasama militer ke India, karena kerjasama tersebut bersifat bilateral dan tidak 
mengkaji pengaruh terhadap keamanan internasional beberapa negara. 
Pada hakekatnya, keamanan suatu wilayah bukanlah hanya untuk 
kepentingan satu negara tetapi menyangkut kepentingan semua negara yang 
berada di kawasan tersebut, untuk menjaga  stabilitas keamanan bukan hanya 
monopoli suatu negara semata. Berdasarkan uraian konsep keamanan 
internasional yang telah dikemukakan, kerangka konsep yang di gunakan dalam 
penelitian ini merujuk pada kebijakan Jepang terkait kerjasama keamanan 
terhadap India. Dimana dalam kerjasama tersebut, Jepang melakukan kerjasama 
dalam bidang militeruntuk meningkatkan stabilitas kekuatan militer yang di miliki 
kedua negara tersebut dan memajukan tingkat kekuatan militernya. 
Kebijakan  Jepang terkait kerjasama militernya tidak bisa di lepaskan oleh 
adanya kepentingan nasionalnya. Untuk itu penulis akan memakai konsep 
kepentingan  nasional dalam penelitian ini agar menjadi acuan untuk menjelaskan 
kepentingan nasional Jepang dalam kerjasama militer terhadap India.  
Kepentingan  nasional menurut C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan 
mendasar serta faktor yang paling menetukan dalam membuat keputusan dalam 
meurumuskan kebijakan politik luar negeri.
11
Sedangkan menurut  Charles W. 
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kegley dan Eugene R. Wittkopf adalah tujuan sebuah negara agar mencapai 
kepentingan nasionalnya dengan cara : 
“the State should promote the internal welfare of its citizens, provide for 
defenseagaints external aggression, and preserve the state’s values and 
way of  life, No country can long a ford to pursue its own walfare in ways 
that reduce the security and walfare of  its competitor “.12 
 
Dalam kutipan tersebut menyebutkan bahwa dalam mencapai kesejahteraan 
maka negara harus menjalankan kerjasama internasional untuk mencapai 
kepentingan nasionalnya. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional 
suatu negara yaitu mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang telah di bentuk dan di 
pertahankan suatu negara atas negara lain. Hal ini juga  merupakan konsepsi dari 





Untuk menjelaskan konsep kepentingan nasional, Daniel S. Papp yang 
mengatakan bahwa beberapa kriteria dapat digunakan seperti kriteria ekonomi, 
ideologi, dan militer. Kriteria ekonomi dapat dijadikan dasar dalam menjelaskan 
kepentingan nasional yang di artikan bahwa kebijakan yang memperkuat 
perekonomiannya di anggap sebagai kepentingan nasional. Kriteria ideologi 
dimana hampir seluruh negara baik secara formal maupun non formal 
menggunakan ideologi sebagai legitimasi dalam membuat kebijakan yang sangat 
mempengaruhi kepentingan nasional. Kriteria militer juga menjadi faktor 
kepentingan nasional karena tanggung jawab yang paling utama bagi suatu negara 
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adalah memberikan keamanan kepada warga negaranya. Sehingga militer menjadi 
hal penting bagi kepentingan pertahanan dan keamanan sebuah negara.
14 
Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, 
kepentingan nasional dapat mempengaruhi power atau militer sebuah negara 
sehingga dapat menjadi lebih besar dan kuat. Maka dari itu dapat diartikan bahwa 
power yang harus dimiliki sebuah negara merupakan pertimbangan yang paling 
utama dalam memberikan bentuk kepentingan nasional. Konsekuensinya bahwa 
suatu tujuan nasional harus diukur menggunakan tolak ukur kekuatan atau power 
negara dan menjadi hal nyata yang harus dimiliki sebuah negara dalam 
berperilaku dalam hubungan antar-negara.
 
Kepentingan nasional Jepang dalam melakukan kerjasama militer dikarenakan 
setiap negara ingin mengakumulasi power dengan cara peningkatan kekuatan 
militer dan juga menjaga kestabilan keamanan nasional. Maka dari itu dalam 
penelitian ini akan dilihat bagaimana kepentingan nasional dalam membuat 
kebijakan dalam pengembangan teknologi perangnya dan juga mengetahui 
mengapa Jepang memilih India untuk melakukan kerjasama dalam bidang militer. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penulisan 
Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Tipe penulisan deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan dan menjabarkan mengenai kebijakan 
dan kepentingan Jepang terkait kerjasama militer dengan India. Selain itu, 
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tipe deskriptif juga menjelaskan alasan Jepang memilih India dalam 
kerjasama dibidang militer. Tipe penulisan yang digunakan bersifat 
kualitatif dengan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif hingga 
pada kesimpulan yang dalam bentuk deskriptif. 
2. Jenis Data Penelitian  
Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu tidak 
diperoleh langsung sebagai data primer, melainkan diperoleh dari 
kepustakaan, laporan-laporan yang sudah berbentuk buku, majalah, diklat, 
berita, surat kabar, internet, jurnal yang erat hubungannya dengan topik 
penelitian yang dibahas. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian, maka cara 
yang digunakan adalah mencari data yang terkait dengan variabel yang 
menjadi dasar yang objektif dalam proses pembuatan penulisan. 
4. Analisis Data 
Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa 
mengumpulkan data dari sumber jurnal, buku-buku, internet, dokumen 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga data yang 
terkumpul akan di olah menggunakan data secara akurat agar penelitian 
keraguan dan kesalahan dapat terminimalisasi. 
5. Teknik Penulisan 
Metode teknik penulisan yang di sajikan penulis adalah induktif. 
Dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran umum data yang 
13 
 
berkaitan dengan kebijakan Jepang dalam kerjasama militer dengan India, 
serta peralatan militer yang dihasilkan dari bentuk kerjasama tersebut akan 





























A. Kepentingan Nasional 
Interaksi suatu negara sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan 
internalnya. Interaksi negara tersebut berupa kerjasama dengan negara lain. Hal 
14 
 
tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara-negara melewati batas-batas 
wilayah negara. Sehingga, dalam interaksi negara-negara dibutuhkan aturan yang 
disepakati bersama. Dalam hal ini setiap negara menetapkan hal-hal yang 
dianggap perlu dan ingin diwujudkan. Interaksi negara-negara tersebut dapat 
berupa kerjasama bilateral, multilatera, hingga kerjasama kawasan. 
Adanya kepentingan nasional membuat suatu negara melakukan interaksi 
dengan negara lain. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang sama dengan 
negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negaranya. Ketika suatu negara 
sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan internalnya, maka hal tersebut 
mendorong negara untuk melakukan berbagai tindakan keluar yang menghasilkan 
interaksi dengan negara-negara lain. Akan tetapi tidak semua negara bisa diajak 
untuk bekerjasama, sehingga ketika negara melakukan hubungan keluar ada dua 
kemungkinan, kerjasama atau konflik. 
Kepentingan Nasional atau yang dikenal dengan istilah national interest 
pada hakekatnya merupakan salah satu komponen yang penting dalam Hubungan 
Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional sangat 
memerlukan kepentingan nasional dalam melakukan interaksi antar Negara dalam 
lingkup yang global. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sering 
dipakai untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan 
perilaku internasional. Kepentingan nasional ini dapat menjelaskan mengapa 
suatu negara mengeluarkan kebijakan tertentu terhadap negara lain.
15
 
Menurut Hans J. Morgenthau,  
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Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum bangsa-bangsa untuk 
melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka oleh 
gangguan negara-negara lain. Dalam arti khusus, negara-negara harus bisa 
mempertahankan integritas wilayahnya (physical identity); 
mempertahankan identitas politik (political identity); mempertahankan 
rezim-rezim ekonomi politiknya seperti demokratis kompetitif, 
komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter.Dalam 
perbandingan terhadap identitas cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, 
agama, bahasa, norma-norma dan sejarahnya. 
 
Morgenthau juga mengemukakan bahwa kepentingan nasional dari setiap 
negara adalah mengejar kekuasaan.
16
 Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan 
nasional ada bagi setiap negara dalam interaksinya di dunia internasional. 
Kepentingan nasional suatu negara menjelaskan tentang identitas politiknya dalam 
merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan arah dari politik luar 
negerinya. Jadi, kepentingan nasional menurut pendapat tersebut  merupakan 
kekuatan atau kemampuan bagi negara-negara di dunia untuk mempertahankan 
kedaulatan wilayah dengan adanya identitas politik maupun budaya yang dapat 
membedakannya dengan negara lain. Sehingga, kepentingan nasional dapat 
digunakan dalam merumuskan hal-hal yang hendak dicapai oleh negara untuk 
tujuan politik dalam lingkup internasional. 
Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai 
kemampuan suatu aktor dalam panggung internasional untuk menggunakan 
segenap sumber daya yang terwujud maupun tidak berwujud serta seluruh 
asetnya, digunakan untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa internasional agar 
membawa hasil yang memuaskan. Kekuasaan yang dimaksud adalah apa saja 
yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas 
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negara lain. Kemampuan suatu negara untuk mengendalikan prilaku negara dalam 
ranah kekuasaan dan kekuatan ini dapat mempermudah pencapaian kepentingan 
nasional suatu negara terhadap negara lain. 
Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat diciptakan melalui teknik-
teknik paksaan ataupun kerjasama. Morgenthau menekankan konsep kepentingan 
nasional pada kelangsungan hidup (survival) dari suatu negara. Setiap negara 
harus mampu mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), rezim 
ekonomi-politiknya (identitas politik) yang bisa saja demokratis, otoriter, sosialis, 
atau komunis, dan memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan 
sejarahnya (identitas kultural). Berdasarkan tujuan-tujuan umum ini, para 
pemimpin negara dapat menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya 
spesifik terhadap negara lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. 
Misalnya; perimbangan kekuatan, perlombaan senjata, pemberian bantuan asing, 
pembentukan aliansi kekuatan, dan atau perang ekonomi dan propaganda.  
Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau pada dasarnya terdiri 
dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan 
yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis 
disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu sendiri dimana setiap 
kerjasama atau hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam 
kerjasama tersebut pasti mengutamakan kepentingan  nasional.  
Upaya pencapaian kepentingan nasional yang akan diperoleh oleh negara 
yang saling  bekerjasama akan melalui beberapa tahapan proses hingga  adanya 
target pemenuhan kepentingan nasional itu sendiri. Seperti halnya hubungan 
17 
 
kerjasama antara Jepang dengan India, yang sebelumnya dirumuskan dalam 
sebuah agenda politik luar negeri masing-masing negara oleh pembuat kebijakan 
berdasar pada perioritas kepentingan nasional dan tujuan negara. 
Selain itu, kepentingan nasional Menurut Norman J. Padelford, adalah  
National interest of a country is what a governmental leaders and inlarge degree 
also what its people consider at any time to be vital to theirnational 
independence, way of life, territorial security and economicwelfare.
17
 
Kepentingan nasional suatu negara merupakan hal yang sangat penting dan dapat 
diputuskan kapan pun untuk kesejahteraan ekonomi hingga keamanan wilayah. 
Menurut Jack C. Piano dan Roy Olton : 
Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling 
menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan 
politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi 
merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur 
tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, 




Kepentingan nasional tersebut mengandung makna tujuan mendasar bagi 
sebuah negara dalam membuat dan menjalankan politik luar negerinya. 
Kepentingan nasional merupakan hal yang urgent bagi setiap negara disebabkan 
oleh kebutuhan nasional bergantung dalam setiap keputusan para pembuat 
kebijakan dari hasil implementasi kepentingan nasional. 
Kepentingan nasional menurut Devetak, George, dan Burke adalah   
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A notoriously plastic term that refers to the state's foreign policy aims. The 
national  interest is said to be the same regardless of the government in power, 
but different governments will hold different ideological agendas and priorities, 
meaning that the national interest will change accordingly.
19
 Definisi tersebut 
menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang dituangkan 
ke dalam kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional menunjukkan power  
yang dimiliki oleh suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara juga berbeda-
beda, berdasarkan agenda dan prioritas negara tersebut. 
Menurut Waltz, kepentingan nasional adalah masing-masing negara 
menetapkan cara yang dipikirnya terbaik terbaik dalam menjalankan 
kepentingannya.
20
 Kepentingan nasional menurut Waltztersebut tidak hanya 
menjelaskan keinginan negara untuk mempertahankan legalitas politiknya, namun 
juga mempertahankan kelangusngan hubungan ekonomi dengan negara lain 
sebagai bagian dari identitas politik negara itu sendiri. Jadi, kepentingan nasional 
bukan hanya selalu dikaitkan dengan power, akan tetapi juga mencakup nilai, 
norma dan kerjasama ekonomi. 
Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional masing-masing 
negara, maka mereka harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih 
mempertimbangkan beberapa persoalan dalam suatu Negara. Persoalan negara 
mencakup kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri, dan memerlukan 
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bantuan dari negara lain. Seperti halnya hubungan kerjasama Indonesia dan Turki  
dalam bidang perdagangan. Seperti yang dijelaskan oleh T. May Rudy mengenai 
kepentingan nasional, yaitu: 
Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai sehubung dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan 
dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini Kepentingan nasional yang 
relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan 
(mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta 
kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (security) dari 
kesejahteraan (prosperity), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam 





Untuk mencapai kesejahteraan seperti yang di ungkapkan T. May Rudi, 
suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap 
negara membutuhkan serangkaian kebijakan politik luar negeri. Setiap negara 
dalam interaksinya dengan negara lain ialah untuk memenuhi kepentingan 
nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi alasan utama bagi tindakan dilakukan 
oleh setiap negara. Usaha-usaha interaksi negara-negara yang dilakukan dapat 
melalui kerjasama, persaingan, ataupun konflik. 
 
Paul Seaburydalam KJ. Holstimengemukakan bahwa:  
Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita 
suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara 
lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif atau 
konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya 
biasa dianggap deskriptif, dalam pengertian kepentingan nasional hanya 
dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai negara secara tetap melalui 
kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian 
deskriptif berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataannya). 
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Istilah kepentingan nasional tersebut juga mengatasnamakan kepentingan 
suatu bangsa yang tidak hanya dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah suatu 
negara memang dilaksanakan oleh pemerintah negara dalam hal 
pengaplikasiannya. Akan tetapi, sebelum itu kepentingan nasional berasal dari 
cita-cita bangsa dalam suatu negara. Terlebih dahulu ada proses yang diawali 
dengan tahap perumusan, proses persiapan, pelibatan seluruh elemen pemerintah, 
hingga faktor-faktor pendukung. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan nasional 
yang akan dirumuskan ke dalam kebijakan luar negeri memang menunjukkan 
tujuan nasional dari suatu negara yang hendak dicapai. 
Kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan 
perilaku politik luar negeri dari suatu negara.
23
 Jadi, kepentingan nasional 
merupakan hal mendasar yang dimiliki oleh setiap negara dalam menjalankan 
kebijakan luar negerinya. Dalam interaksinya dengan negara-negara lain, 
kepentingan nasional menjadi hal pokok yang menggambarkan cita-cita dan 
tujuan dari suatu bangsa dan negara. Sehingga, kepentingan nasional menjadi 
dasar dalam menjalankan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bidang 
politik; ekonomi; militer; budaya maupun hankam. 
Daniel S. Papp. juga mengemukakan konsep kepentingan nasional yang 
menurutnya adalah: 
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Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujan yang ingin 
dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau hal yang dicita-
citakan oleh suatu negara. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif sama 
diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencangkup kelangsungan 
hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal 




Konsep kepentingan nasional tersebut mengklasifikasikan kepentingan 
nasional menjadi beberapa aspek yaitu; ekonomi, ideologi, kekuatan dan 
keamanan militer, moralitas dan legalitas. Jadi, kepentingan nasional merupakan 
perumusan kebutuhan suatu negara di berbagai bidang yang akan 
diimplementasikan dalam politik global sebagai kebijakan luar negerinya. 
Sementara itu, definisi kepentingan nasional menurut Yusuf, adalah: 
Kepentingan nasional termasuk dalam visium dan diperjuangkan oleh 
suatu bangsa atau negara dipergunakan dalam rangka ketertiban 
internasional.  Konsep ini adalah buatan manusia dan dirumuskan oleh 
pemimpin-pemimpin negara dan para ahli teori politik dan dipatuhi oleh 
masyarakat, karena disangkutkan kepada situasi sosial dan mencerminkan 





Pandangan kepentingan nasional tersebut sangat kompleks karena 
mencakup subtansi, tujuan, aktor yang terlibat dalam perumusan kepentingan 
nasional. Kepentingan nasional dipandang sebagai cerminan kondisi domestik 
negara dan menyiratkan keterkaitan internasional dari keberadaan suatu negara. 
Di satu sisi, kepentingan nasional merupakan rumusan mengenai kebutuhan-
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kebutuhan dalam negara yang diharapkan terpenuhi melalui berbagai bentuk 
hubungan luar negeri. Sementara disisi lain, konsep ini juga diarahkan pada 
tanggungjawab internasional dari setiap negara di dunia. Namun, kedua sisi 
tersebut harus menggambarkan suatu kondisi yang berimbang dan memiliki 
keuntungan baik terhadap kondisi dalam negeri serta citra yang baik dihadapan 
dunia internasional. 
Beberapa pendapat di atas telah menjelaskan kepentingan nasional yang 
dimiliki oleh suatu negara merupakan representasi atau mewakili kepentingan 
elemen-elemennasional. Agar kepentingan nasional dapat merepresentasikan 
kepentingan negara secara keseluruhan, maka kepentingan nasional memuat 
variabel-variabel yang dapat mengukur secara tepat kebijakan dan pencapaian  
pemerintah sebagai pelaksana hubungan luar negeri. Beberapa variabel tersebut, 
diantaranya: 
1. Kualitas, kepribadian, dan cita-cita para pengambil keputusan; 
2. Tipe filosofi struktur dan proses pemerintah; 
3. Adat istiadat dan gaya kultur masyarakat; 
4. Lokasi geopolitik dan kapabilitas berbagai negara; 
5. Jenis-jenis tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh setiap negara 
tetangganya, negara-negara besar dan organisasi internasional. 
26
 
Kualitas kepribadian atau karakteristik aktor yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada hasil keputusan kepentingan 
nasional. Latar belakang pendidikan dan pandangan politik aktor akan 
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berpengaruh secara tidak langsung pada hasil keputusan. Komponen ini 
berpengaruh lebih kuat dibandingkan elemen lainnya dalam pengambilan 
keputusan. Kelompok-kelompok kepentingan seperti organisasi internasional, 
MNC dan individu yang memliki akses pada pembuat kebijakan.  
Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan 
memahami perilaku suatu negara  di dunia internasional, utamanya terkait dengan 
kebijakan dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional 
dapat menjelaskan tujuan fundamental faktor-faktor penentu akhir yang 
mengarahkan para pembuat kebijakan atau keputusan luar negerinya.
27
 Selain itu, 
Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana kemudian 
gejolak pergerakan atas hubungan negara yang satu dengan negara lainnya.  
Kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelasakan bagaimana 
karakter suatu negara dalam berinteraksi di luar batas-batas negaranya. Hal itu 
dirumuskan dalam kebijakan luar negeri suatu negara dalam interaksinya dengan 
negara lain. Interaksi tersebut dapat berupa kerjasama regional, multilateral, 
hingga bilateral.  
Selain itu, kepentingan nasional juga mengarahkan para pembuat 
keputusan untuk  dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara seperti 
hankam, militer, sosial budaya dan kesejahteraan ekonomi. Sehingga, dalam 
bekerjasama dengan negara lain, tujuan nasional dari suatu negara dapat terwujud 
sebagai bentuk interaksinya dengan negara lain. 
                                                          
27
 Anak Agung Banyu Perwita& Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan  
Internasional, Bandung, RemajaRosdakarya,2005, hal. 35. 
24 
 
Begitu pula halnya dengan Jepang yang melakukan kerjasama dengan 
India. Terdapat hal-hal yang ingin dicapai Jepang dalam kerjasama bilateralnya 
dengan India. Salah satu fokus kerjasama Jepang adalah dalam bidang militer. 
Kerjasama bilateral antara Jepang dan India dalam bidang militer menunjukkan 
bahwa Jepang memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Begitu pula 
sebaliknya, India juga memiliki kepentingan nasional terhadap Jepang dari 











B. Kerjasama Militer 
Dalam ilmu hubungan internasional, interaksi antar negara dapat terjadi 
melalui bentuk-bentuk seperti kerjasama atau konflik. Kerjasama dibutuhkan 
karena tidak ada Negara di dunia ini yang dapat hidup tanpa bantuan dari negara 
lain. Melalui kerjasama juga dapat mencegah dari perang, negara akan memilih 
bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan yang sama atau 
hampir sama ketimbang memilih jalan perang. Kerjasama merupakan hasil 
25 
 
interaksi antar negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, jadi kerjasama 
menurut peneliti merupakan salah satu hasil dari politik luar negeri. 
Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional 
meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, 
kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Selain itu, dalam suatu kerjasama 
internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara 
dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
28
 
Dengan kata lain, Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena interkasi 
dalam lingkup internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan 
keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga 
mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai 
masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama 
Internasional.  
Seperti yang dikemukakan olehCoplin
29
 bahwa: 
Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha 
memecahkanmasalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama 
menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila 
tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat….Tipe kedua 
mencakup keadaan sosial, ekonomi  dan politik domestik tertentu yang 
dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional 
sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama. 
 
Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat\ 
yang saling tergantung satu dengan yang lain. Kerjasama internasional adalah sisi 
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lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam 
hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan 
pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut 
dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan 
kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional 
meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.
30
 
Seperti halnya kerjasama bilateral yang melibatkan Jepang dengan 
India.Kerjasama kedua Negara tersebut terfokus pada bidang militer, yang 
mencakup bidang pertahanan dan keamanan.Kerjasama militer yang merupakan 
turunan dari konsep kerjasama dan mencakup dari kerjasama bilateral 
menggunakan konsep tersendiri untuk merujuk pada hubungan kerjasama di satu 
bidang, yaitu bidang militer. 
Konsep kerjasama militer termasuk ke dalam bagian dari kerjasama 
bilateral. Kerjasama bilateral menunjukkan adanya suatu kerjasama politik, 
pertahanan dan keamanan, budaya maupun ekonomi di antara dua negara. 
Kerjasama bilateral melibatkan kepercayaan normatif antara pembuat kebijakan 
dari kedua negara terutama harus di tandatangani oleh pemerintah. Pada umumnya 
kerjasama bilateral tidak melibatkan sektor swasta karena dalam hal sebagian 
urusan luar negeri.
31
 Kedua negara menjain kerjasama untuk tujuan yang sama, 
namun kedua belah pihak belum tentu memiliki sumber daya  yang sama. Artinya 
adalah sumber daya yang dimiliki oleh dua negara yang bekerja sama, dalam hal 
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ini sumber daya manusia, sumber daya alam maupun militer dapat dikerahkan 
untuk mencapai kepentingan masing – masing negara. 
Menurut Peter Toma dan Robert Gorman
32
, suatu negara memutuskan 
untuk melakukan kerjasama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-
motivasi tertentu, yaitu: 
1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama 
dipandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk 
memperkuatkepentingan nasionalnya. 
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan 
dapatmemberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi 
terjadinyaperang diantara negara-negara yang bertikai. 
3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana 
sebuahkerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran 
ekonomiyang menjadi keinginan setiap negara. 
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang 
diharapkanmampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
aktivitasmanusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme. 
T. May. Rudy
33
, mengemukakan bahwa kerjasama terbentuk dari 
berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif 
yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan. Persamaan 
kepentingan yang dimaksud oleh ahli tersebut muncul karena persamaan yang ada 
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di antara dua atau lebih negara. Persamaan tersebut dapat berupa persamaan 
budaya, agama, sistem politik, sejarah terbentuknya negara mereka serta 
tergabungnya dalam beberapa kerjasama sebelumnya. Tujuan kerjasama tersebut 
adalah untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu 
negara. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara 
lain. 
Setelah dijabarkan mengenai beberapa pengertian dari „kerjasama‟, unsur 
terpenting selanjutnya yang kemudian akan dibahas adalah aspek „militer‟ yang 
melengkapi keseluruhan konsep kerjasama militer. Unsur militer yang dijelaskan 




Unsur militer merupakan faktor penting dalam kekuatan nasional.Kesiapan 
militer berarti, organisasi militer dan struktur yangmembantu untuk 
melanjutkan tujuan kebijakan luar negeri suatunegara. Kekuatan sebuah 
negara dalam konteks militer didasarkanpada kualitas dan kuantitas 
angkatan bersenjata, dan jenispersenjataan-
konvensional, unconventional atau nuklir. Kualitaskepimpinan militer dan 
perencanaan juga menambahkan sebagaiunsur-unsur militer dari kekuatan 
nasional. Sementara semuabangsa mungkin mememiliki perbedaan 
persenjataan dalamteknologi peperangan yang menentukan nasib bangsa 
danperadaban. Amerika Serikat adalah kekuatan utama karena kesiapan 
militer, teknologi, dan kualitas dan kuantitas manusia dan senjata. 
 
Terselenggaranya kerjasama militer di antara kedua negara tidak terlepas 
dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan 
hubungan yang merujuk pada kepentingan nasional mereka. Hal itu bertujuan 
untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan 
nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional 
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yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Plano dan Olton
35
 bahwa : 
Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada 
dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. 
Kepentingannasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup 
kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, 
keamanan, militer,dan kesejahteraan ekonomi. 
 
Dalam perjanjian kerjasama antara Jepang dan India, menurut Goldstein 
bahwa, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang 
diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, 
keamanan dan pertahanan. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral 
ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi 
dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh 
kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua Negara.
36
 
Menurut Goldstein, kerjasama atau aliansi merupakan koalisi dari 
beberapanegara yang mengkoordinir tindakan mereka untuk memenuhi beberapa 
tujuan akhir
37
. Kerjasama atau aliansi militer memiliki bentuk yang berbeda. 
MenurutCraig Synder
38
 dibagi dalam dua yaitu: (1) Collective Security, dimana 
bentukperjanjian tidak memasukkan suatu perjanjian dimana satu negara akan 
diserangoleh negara lain maka negara lain akan ikut melakukan pembelaan. (2) 
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CollectiveDefense, yaitu kerjasama militer yang memasukkan perjanjian untuk 
menghadapi 
musuh. 
Adanya sejumlah peningkatan kebutuhan dari suatu negara menuntut akan 
diperlukan interaksi dan kerjasama dengan negara lain sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan dari warga negara termasuk upaya penambahan cadangan devisa 
negara. Hubungan yang dibangun atas persamaan persepsi dan kepentingan 
meningkatkan adanya hukum atau dampak timbal balik yang akan diperoleh dari 
suatu sikap hubungan kerjasama. Kerjasama bilateral, dalam hal kerjasama militer 
antar dua negara melibatkan kepentingan nasional masing-masing Negara untuk 
meningkatkan kondisi pertahanan dan keamanan dan siap untuk memproduksi 
peralatan militer yang dibutuhkan oleh kedua Negara.Konsep yang kemudian 
dikandung dalam interaksi kerjasama militer Jepang dan India adalah untuk 
memperkokoh bentuk kerjasama antar negara demi tercapainya tujuan Nasional. 
Upaya mempertahankan kedaulatan negara khususnya terhadap 
serangandari negara lain antara lain dengan memperkuat persenjataan dan personil 
militer.Persaingan dalam memperkuat militer yang tak terkendali dapat dengan 
mudahmengarah kepada terjadinya konflik antar negara.Padahal untuk memenuhi 
haltersebut menyerap biaya yang tidak sedikit, di sinilah kedewasaan 






 menjelaskan power lebih dari sekedar akumulasi sumber-
sumber militer dan kemampuan untuk menggunakan power untuk memaksa 
danmengontrol negara lain dalam sistem.Power adalah kemampuan gabungan 
darisebuah negara.Dalam sistem, negara dibedakan dari kekuasaannya, 
bukanfungsi.Power memberi sebuah negara tempat atau posisi dalam sistem 
internasional dan membentuk perilaku negara. 
Dalam kerjasama militer, konsep aliansi tidak dapat dipisahkan dalam 
membahas konsep kerjasama militetr secara keseluruhan. 
Aliansi merupakan perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah 
satu negara penandatangan perjanjian diserang oleh negara lain. Selain itu aliansi 
ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama di antaranegara anggota. 
Aliansi dapat bersifat bilateral maupun multilateral, rahasia atau 
terbuka,sederhana atau sangat terorganisasi, dapat berjangka lama atau pendek, 
serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang. 
Sistem keseimbangan kekuatan cenderung mendorongnya pakta militer untuk 
mengimbangi perubahan dalam keseimbangan kekuatan. Piagam PBB mengakui 
hak untuk membela diri secara kolektif yang tercantum dalam pasal 51.
40
 
Selanjutnya mengenai aliansi, Plano dan Olton juga mengatakan bahwa 
aliansi didasarkan pada pengaturan Pola Kekuasaan, yaitu: Cara dalam mengatur 
dan mempergunakan power yang dipacu untuk memaksimalkan kelangsungan 
hidup dan mencapai kepentingan nasional dalam persaingan dengan negaralain. 
Pola power mencakup karakteristik respon yang dimiliki manakala power negara 
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lain menunjukkan ancaman potensial atau aktual terhadap kelangsungan hidup 
bangsa dan negara di dalam sistem internasional. Pola power meliputi
41
: 
1. Militerisme atau upaya untuk meyakini kekuatan sendiri. 
2. Aliansi atau konfigurasi power dari sekelompok negara yang diarahkan 
untuk menghadapi kelompok negara lainnya. 
3. Keamanan kolektif atau sebuah sistem power universal yang dikukuhkan 
melaluisemboyan one for all, all for one. 
4. World government atau sebuah tatanan kerjasama federasi, atau sebuah 





Selain itu, kerjasama militer terjadi ketika terdapat interaksi bagi kedua 
negara yang menjalin kerjasama. Dimana masing-masing negara tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dalam negerinya dalam bidang militer. Maka, negara 
tersebut melihat negara mitra kerjasamanya unggul dalam bidang tersebut. 
Sehingga, kerjasama militer yang dijalankan bersifat timbal balik dan saling 
menguntungkan kedua pihak. 
Seperti halnya hubungan kerjasama antara Jepang dan India yang 
merupakan salah satu bentuk hubungan bilateral. Kerjasama militer kedua negara 
tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang telah dirumuskan 
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oleh masing-masing negara. Salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi 
kemampuan militer masing-masing negara dan meningkatkan pertahanan dan 
keamanan baik Jepang maupun India. 
Dalam kerjasama militer antara Jepang dan India, terdapat transfer teknologi 
militer berupa senjata maupun peralatan militer lainnya. Untuk membahas 
mengenai kerjasama militer Jepang dan India maka perlu diuraikan mengenai 
konsep transfer teknologi militer. 
Pertama akan dibahas mengenai konsep teransfer teknologi. Transfer 
teknologi dibagi menjadi dua
42
, yaitu transfer secara horisontal dan transfer secara 
vertikal. Secara horisontal adalah perpindahan teknologi dari satu bidang ke 
bidang lainnya. Sedangkan transfer secara vertikal adalah perpindahan teknologi 
dari riset ke penerapan.Selain itu, proses transfer teknologi juga perlu 
memperhatikan tingkat kesiapan teknologi (technology readiness level)
43
. 
Konsep transfer teknologi secara umum memberi gambaran bahwa terdapat 
proses perpindahan teknologi menuju implementasi dari suatu teknologi. Begitu 
pula dengan transfer teknologi militer, seperti berupa persenjataan maupun 
perlengkapan pertahanan militer lainnya. 
Istilah transfer persenjataan tidak sama dengan perdagangan persenjataan 
(ekspor dan impor persenjataan) sekalipun perdagangan persenjataan termasuk  
dalam kategori transfer persenjataan. Frederic S. Pearson
44
 mendefinisikan 
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transfer persenjataan sebagai pengiriman persenjataan atau barang dan jasa terkait 
melalui tindakan penjualan (sale), pinjaman (loan), ataupun pemberian (gift) oleh 
satu Negara kepada Negara lain. Barang dan jasa terkait yang disebutkan di atas 
berkenan dengan hal-hal seperti konstruksi pangkalan militer, dan peralatan 
logistik yang digunakan untuk menyimpan, menggunakan, atau merawat 




Transfer persenjataan biasanya dideskripsikan ke dalam bentu nilai 
moneter daripada kapabilitas militer. Hal ini ditujukan untuk memberikan 
pengukuran yang sama (common denominator) sehingga data yang ada, bisa 
digunakan dimana saja dan menghasilkan nilai yang tetap. Tidak hanya itu, 
penggunaan nilai moneter dalam pengukuran transfer persenjataan berguna untuk 
memberikan gambaran yang jelas tentang besar sumber daya yang dihabiskan 
oleh suatu Negara untuk membiayai persenjataannya.
46
 
Di dalam pengukuran nilai moneter dari sebuah kegiatan transfer 
persenjataan, perlu dibedakan nilai komitmen pemesanan persenjataan 
(commitments) dannilai pengiriman persenjataan (deliveries). Nilai pengiriman 
persenjataan adalah nilai yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 
dampak actual dari transfer persenjataan. Hal ini terjadi karena penandatanganan 
kontrak yang berisikan pernyataan komitmen perdagangan senjata tidak serta 
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merta diikuti dengan pengiriman persenjataan yang dipesan. Seringkali, ada 
rentang waktu yang lama antara penandatanganan kontrak dengan pengiriman 
persenjataan yang dipesan. Tidak hanya itu, terkadang pula kontrak yang telah 
disepakati akhirnya dibatalkan oleh salah satu pihak karena berbagai alasan, 
termasuk diantarantya masalah pembayaran. Itulah sebabnya nilai dari pengiriman 
barang biasanya digunakan sebagai nilai dari transfer persenjataan kerna lebih 
mampu memberikan gambaran yan akurat dan aktual tentang aliran perpindahan 







HUBUNGAN KERJASAMA MILITER JEPANG DAN INDIA 
 
A. Perkembangan Teknologi Militer Jepang 
Sejak pasca perang dunia kedua, kekuatan militer Jepang 
mengalamikemerosotan. Konstitusi 1947 menjadi titik balik orientasi kebijakan 
pertahanan Jepang. Jepang yang semula merupakan negara yang memiliki 
orientasi yangbersifat ekspansif menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai 
perdamaiansebagaimana tertuang dalam pasal 9 Konstitusi 1947.Hal tersebut juga 
berdampak pada industri pertahanan Jepang yang jugasebagai penyokong utama 
kekuatan militer Jepang. Pada era okupasi pada tahun1947 – 1951, Amerika 
Serikat melakukan demiliterisasi sebagai langkah pertama.Jepang diperkenankan 





untuk menghidupkan kembali aktivitas industrinya namuntidak dapat 
memproduksi senjata. Supreme Commander of Allied Powers (SCAP)mengambil 
alih arsenal, instalasi penerbangan, laboratorium yang berhubungandengan 
pertahanan.  
Sehingga pada era tersebut riset dan pengembanganteknologi pertahanan 
Jepang sama sekali terhenti. Sebagai dampaknya HeavyIndustries yang sejak lama 
melayani Jepang dalam penyediaan mesin-mesinperang seperti Kawasaki, 




Perkembangan teknologi industry berat Jepang dimulai pada masa Perang 
Dunia I. Terganggunya suplai impor dari Eropa akibat Perang Dunia I memberi 
peluang bagi bisnis Jepang untuk mengembangkan jaringan mereka sendiri.Di 
antara perusahaan Jepang tersebut adalah Suzuki Shoten, Mitshubishi Trading 
Co., Nippon Menka, Gosho, dan Toyota Menka.
49
Perkembangan ini menandai 
mulainya era baru perluasan perdagangan Jepang di Negara-negara Asia. 
Pada tahun 1952 Amerika Serikat kembali menyerahkan instalasi 
pertahanan dan memperbolehkan kembali Jepanguntuk melanjutkan produksi 
alutsista. Hal ini merupakan awal bagi bangkitnyakembali industri pertahanan 
Jepang pasca perang dunia kedua. Kemudian padatahun 1967 Jepang 
mengeluarkan kebijakan larangan ekspor persenjataan.Meskipun larangan tersebut 
hanya diperuntukkan bagi negara komunis dan negarayang terlibat dalam konflik 
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internasional, pada kenyataannya tidak ada produkindustri pertahanan Jepang 
yang keluar dari Jepang. Pada era pasca perang duniakedua jika dibandingkan 
dengan Amerika Serikat atau Eropa, industri pertahananJepang cenderung 





Dengan kondisi seperti itu, industri pertahanan Jepang memiliki tiga  
karakteristik sebagai cirinya yaitu isolationism, less dependency on 
defencerevenue karena industri pertahanan di Jepang tidak digolongkan sebagai 
industri strategis yang memberi pemasukan negara dalam jumlah besar dan 
kokusanka(indigenous production). Kokusanka merupakan suatu prinsip dimana 
produksipersenjataan merupakan produk asli Jepang sendiri. Dalam sejarahnya, 
kokusankasebagai prinsip kemandirian industri pertahanan Jepang sudah muncul 
sejak tahun1930an dimana kebijakan ini merupakan kebalikan dari era Meiji yang 
cenderungbanyak mengekspor persenjataan dari barat. Pada era modern, orientasi 
kokusanka pada industri pertahanan Jepang terus berjalan dan diterapkan pada 
produksipersenjataan seperti tank, artileri, dan misil.
51
 
Di masa lalu, semua penjualan militer Jepang bisa dikatakan dilarang 
meskipun terjadi alih teknologi ke Amerika Serikat. Perkembangan baru ini, 
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dengan dilonggarkannya larangan ekspor senjata Jepang selama 50 tahun akan 
memungkinkan Jepang mengembangkan senjata bersama sekutunya dan industri 
pertahanan akan mendapatkan akses terhadap pasar dan teknologi baru. 
Jepang menerapkan undang-undang dasar pasifis setelah Perang Dunia 
Kedua yang melarang perang kecuali untuk membela diri.Selama beberapa 
dekade,Jepang menerapkan tiga prinsip, yaitu tidak mengekspor senjata ke 
negara-negara komunis; ke negara yang terkena embargo PBB; dan terlibat atau 
kemungkinan terlibat dalam konflik internasional.Prinsip ini diadopsi tahun 1967 
yang kemudian menjadi larangan yang diterapkan sendiri sepenuhnya. 
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe berkeinginan meningkatkan keamanan 
nasional di samping menormalisasikan pembatasan yang Jepang terapkan sendiri 
setelah Perang Dunia Kedua.Berdasarkan kebijakan ini, pembatasan ekspor 
kepada negara konflik atau yang dikenai embargo PBB tetap berlaku.Ekspor akan 
diizinkan bagi perdamaian dunia dan kepentingan keamanan Jepang. Jepang akan 




Jepang merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. 
Beberapa negara yang berbatasan langsung dan sangat dekat dengan Jepang 
adalah Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan. Perkembangan militer negara-
negara di kawasan tersebut cukup besar. Salah satunya adalah Tiongkok yang 
mengalami  kebangkitan Tentara Pembebasan yang didukung oleh kemajuan 
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perekenomian Tiongkok. Keagresifan militer Tiongkok tersebut justru menjadi 
hal yang memaksa Jepang untuk segera merevisi ulang kekuatan militernya. 
Dalam hal militer, Jepang sangat diatur dan dikontrol pasca takluk dari 
Sekutu.Sejak saat itu, Jepang tidak lagi menggunakan nama Imperial Armydalam 
hal militer, namun menggunakan nama yang lebih santun, Pasukan Beladiri 
Jepang (JSDF). Selain itu, Jepang terikat banyak perjanjianyang salah satunya 
adalah Jepang dilarang membuat dan mengekspor senjata-senjata strategis seperti 
Rudal balistik, Nuklir dan sejenisnya.  
 
Konflik Laut Cina Selatan dan Perebutan Kepulauan Senkaku (Jepang) atau 
Diayoutai (Tiongkok) semakin membuka mata militer Jepang untuk 
mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan terburuk. Sehingga, revisi 
peraturan militer yang telah mengekang Jepang selama bertahun-tahun memberi 
kesempatan bagi Jepang dalam hal kebijakan militernya. 
Meskipun Jepang memiliki masa lalu yang kelam sebagai negara dengan 
agresor pada masa Perang Dunia II, namun Jepang tetap bergerak maju untuk 
meningkatkan persenjataan dalam negerinya. Setelah Sukses membangun Kapal 
Induk Helikopter (LHD) Izumo Class dan kapal selam Soryu Class, Jepang segera 
melanjutkan poyek lama yang sempat tertunda, yaitu Pesawat Tempur generasi 
ke-5. 
Pengembangan Pesawat tempur Generasi ke 5 Jepang tersebut dikenal 
sebagai Project ATD-X Shinshin yang diproduksi oleh Mitsubishi Heavy 
Industriesdan dikenal sebagai pabrik pembuat Jet Tempur F-16 versi Jepang, 
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Mitsubishi F-2. Sesuai dengan alasan pengembangannya, ATD-X Shinshin adalah 
jet tempur prototype sayap tinggi yang menggunakan teknologi siluman (stealth). 
Pada bulan Januari 2016, Mitsubishi akhirnya resmi merampungkan prototype jet 
tempur siluman Jepang dengan nama lengkap ATD-X Shinshin F-3.Proyek F-3 
tidak hanya melibatkan Mitsubishi, namun juga perusahaan lain  sejumlah 220 
perusahaan, dimana 90% diantaranya adalah perusahaan Jepang. Dana yang 
disiapkan bagi F-3 diproyeksikan mencapai 320 Milyar Yen.
53
 
Adapun alutsista Jepang lebih bersifat defensif seperti tank dengan tidak 
mengalami banyak hambatan sehingga riset dan pengembangannya terus berjalan 
dan sejajardengan negara lain. Hingga saat ini Jepang, dalam hal ini Mitsubishi 
Heavy Industries telah   memproduksi 3 tipe Main Battle Tank (MBT), tipe 74, 
tipe 90,dan yang terbaru tipe 10 yang secara spesifikasi setara dengan tank buatan 
Eropaseperti Leopard MBT. Salah satu yang menjadi halangan Jepang 
dalammengembangkan teknologi persenjataan ofensif yang bersifat politis antara 
lain Pasal 9 Konstitusi 1947, yang kemudian diadopsi dalam Japan Basic Policy 
on NationalDefense bahwa kemampuan militer Jepang dibatasi hanya dalam 
tatarankebutuhan minimal untuk pertahanan diri (self-defense) dan Jepang 
tidakberorientasi pada kekuatan militer dimana Jepang tidak akan memiliki 
kekuatanmiliter yang mengancam negara lain dan tidak mengembangkan 
kekuatannyasehingga menimbulkan ancaman bagi negara lain.
54
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Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menaikkan anggaran pertahanan 
Jepang di tahun 2015. Kabinet Jepang meloloskan bujet 4,98 triliun yen (setara 
dengan Rp. 537,64 triliun) untuk anggaran pertahanan. Anggaran belanja militer 
tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Jepang. Anggaran pertahanan 
militer Jepang meningkat dari tahun 2014 sekitar 2,8 persen. 
Sejak Abe menjabat kepala pemerintahan pada 26 September 2012, 
anggaran pertahanan Jepang selalu meningkat. Terutama anggaran pertahanan 
yang sebagian besar dialokasikan untuk berbelanja armada militer, baik laut 
maupun darat. Seperti pada 20 unit pesawat patroli maritim P-1, 5 unit pesawat 
Osprey V-22, 6 unit pesawat siluman F-35A, dan sejumlah pesawat pengintai 
Global Hawk. 
Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa pemerintahan Abe juga 
akan menggunakan anggaran tersebut untuk membeli 30 unit kendaraan amfibi 
seperti milik Korps Marinir AS. Jepang juga akan membeli satu unit pesawat E-
2D yang akan digunakan untuk berpatroli di pulau-pulau terluar Jepang. Salah 
satu di antaranya, Kepulauan Nansei Shoto yang berada di antara Laut China 
Selatan dan Samudra Pasifik.
55
 Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama 
peningkatan anggaran militer adalah untuk menambah kapasitas pertahanan 
Jepang di pulau-pulau terluar. 
Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, Jepang memperketat 
aturan soal penggunaan kekuatan militer.Aturan itu mengisolasi kekuatan militer 
Jepang dari dunia luar.Selama tak diserang, Jepangtidak boleh menggunakan 
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kekuatan militernya yang terkenal memiliki determinasi tinggi dan dilengkapi 
alutsista canggih di luar negeri. 
Pada 09 September 2015 aturan itu resmi diubah.Diwarnai dengan 
penolakan keras dari pihak oposisi dan demonstran, Parlemen Jepang yang 
dikuasai oleh  Partai Demokrasi Liberal sebagai partai politik pendukung 
pemerintah lalu mengesahkan revisi Undang-Undang Keamanan Nasional.Revisi 
itu memberi perubahan besar terkait kebijakan penggunaan kekuatan militer 
Jepang.Undang-Undang baru itu secara efektif diberlakukan musim semi di tahun 
2016, pada bulan April. 
Dalam Undang-Undang baru, Jepang dapat menggunakan kekuatan 
militernya di luar negeri.Jepang dapat mengirim pasukan, alutsista, dan semua 
potensi militer yang dimiliki untuk membantu negara sahabat yang meminta 
pertolongan, utamanya untuk Amerika Serikat dan sekutunya. 
Undang-Undang baru tersebut menjadi kontroversi di dalam negeri. Media 
mengkritik, pengamat menganggap ada pelanggaran konstitusi, rakyat turun ke 
jalan berdemonstrasi. Tidak hanya memicu reaksi di dalam negeri, negara-negara 
tetangga Jepang juga memberi reaksi. Salah satu reaksi datang dari Tiongkok 
yang mengkritik Undang-Undang baru itu.
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Menurut salah satu Profesor dari University of Tokyo, Shin Kawamura, 
bahwa tidak ada perubahan sikap dasar dan orientasi Jepang dalam hal Undang-
Undang baru tersebut. Undang-Undang itu memang meningkatkan daya 
pencegahan konflik militer melalui aliansi Jepang-AS, namun dia menegaskan 
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Negeri Sakura tetap cinta damai.Jepang dapat berpartisipasi pada misi Peace 
Keeping Operation PBB dan kegiatan serupa yang lain secara lebih luas. Dan 
Undang-Undang ini membuat Jepang dapat menyalurkan dukungan yang 
diperlukan dalam kondisi yang berpengaruh besar pada perdamaian dan keamanan 
Jepang atau mengancam perdamaian dunia internasional. 
Menurut Profesor Kawamura, terkait hak bela diri kolektif atau keleluasaan 
menggunakan kekuatan militer untuk membantu negara sahabat yang diberikan 
Undang-Undang ini, ada syarat yang ketat. yang harus dipenuhi sebelum 
Pemerintah diperbolehkan mengirim pasukan ke luar negeri, yaitu: 
1. Jika terjadi serangan terhadap Jepang atau jika terjadi serangan terhadap 
negara sahabat sehingga kelangsungan Jepang terancam dan 
menimbulkan bahaya nyata yang mengganggu hak untuk hidup, 
kebebasan serta pengejaran kebahagiaan bagi rakyat Jepang. 
2. Jika tidak ada cara lain yang tepat untuk menangkal serangan serta 
memastikan kelangsungan Jepang dan melindungi rakyat Jepang. 
3. Penggunaan kekuatan harus dibatasi seminimum mungkin yang 
diperlukan. 
Selain itu, adanya dorongan Amerika Serikat yang menjadi salah satu faktor 
terbitnya Undang-Undang Keamanan Nasional baru.Namun, dorongan itu hanya 



















B. Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 
Konstitusi Jepang diumumkan secra resmi pada 3 November tahun 1946 
dan mulai terlihat pengaruhnya pada tahun 1947, pasca perang dunia kedua. Salah 
satu pasal dalam konstitusi Jepang, yaitu Pasal 9 yang menolak perang dan 
membuat penyatuan. Seperti pada Jepang yang diperbolehkan menggunakan 
Jietai atau Self Defense Forces (SDF) yang terdiri dari Air SDF, Maritime SDF 
dan Ground SDF atau dengan kata lain adalah militer angkatan udara, laut dan 
darat. Pasukan SDF tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pasukan militer 




Interpretasi atas pembatasan kekuatan militer Jepang tersebut muncul 
bersamaan dengan kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat dalam memelihara 
keamanan militer Jepang pada dekade 1950. Akan tetapi, partai Demokrasi 
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Liberal Jepang (LDP) ingin menamandemen Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang. 
Meskipun kelihatannya tidak mungkin untuk mengubah pasal tersebut karena 
mayoritas rakyat Jepang tidak mendukung amandemen. Perubahan terhadap Pasal 
9 tersebut juga sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan internasional 
dalam hal politik dan keamanan yang dengan diubahnya Pasal 9 maka Jepang 
akan memperoleh keuntungan. 
 
Konstitusi Jepang dikenal dengan sebutan Pacifist Constitution, di mana 
pembukaan dan Pasal 9 menggambarkan prinsip yang cinta damai. Adapun 
Pembukaan konstitusi menyatakan, 
[w]e, the Japanese people, . . . resolved that never again shall we be 
visited with the horrors of war through the action of government . . . . 
We . . . desire peace for all time . . . and we have determined to preserve 
our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-




Pembukaan konstitusi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara 
hukum yang disebabkan oleh pembukaan tersebut bersifat sangat abstrak. Seluruh 
konsep dalam Pembukaan tersebut diperoleh dari pasal-pasal Konstitusi dalam 
Pembukaan yang bertindak sebagai pedoman untuk menafsirkan pasal-pasal 
tersebut. Hal tersebut dikenal dalam sebutan kasus Sunak(g)awa, dimana 
Pengadilan Tinggi menyatakan “[i]n conjunction with the spirit of international 
cooperation expressed in the Preamble and paragraph 2, article 98 of the 
Constitution, [article 9] is an embodiment of the concept of pacifism which 
characterizes the Japanese Constitution.” Bagaimana pun, Pembukaan tidak 





membawa peneliti dan politisi pada sebuah penafsiran yang disepakati terhadap 
pasal 9.      
Pasal 9 dalam konstitusi Jepang menayatakan bahwa,  
1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and 
order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of  
the nation and the threat or use of force as a means of settling  
international disputes. 
 
2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea 
and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. 




Pasal 9 ayat 1 menyatakan untuk meninggalkan perang, sementara pada ayat 
2 melarang penggunaan kekuatan untuk perang. Interpretasi terhadap pasal 
tersebut telah mengalami perubahan yang luas, dari paham cinta damai yang 
mutlak menuju pengakuan terhadap hak kolektif membela diri. Paragraf 2 (ayat 2) 
dalam Pasal 9 menujukkan penggambaran bahwa perang yang bertujuan untuk 
membela diri diizinkan oleh Konstitusi. Alasannya adalah perang untuk 
pembelaan diri dan perang itu sendiri yang disetujui di bawah Piagam PBB tidak 
dilarang oleh Konstitusi. 
Akan tetapi beberapa pihak, seperti pemerintah dan ilmuan yang percaya 
bahwa Pasal 9 ayat 1 pada paragraf pertama yang menyatakan untuk 
meninggalkan perang memiliki maksud untuk meninggalkan aktivitas invasi ke 
negara-negara lain. Dalam teks asli Bahasa Jepang, kalimat “as a means of 
settling international disputes” sangat jelas menghubungkan tidak hanya pada 
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“the threat or use of force”, namun juga pada “war as a sovereign right of the 
nation”. 
Perang, dalam kalimat “as a means of settling international disputes” biasa 
didefinisikan pada maksud menginvasi negara-negara lain. General Treaty for the 
Renunciation of War pada tahun 1928 yang ditandatangani oleh Jepang 
menggunakan frasa kata yang mirip dengan Pasal 9, “war for the solution of 
international controversies”. Frasa kata dalam perjanjian tersebut telah 
mengeluarkan konsep perang untuk membela diri. Artinya adalah ketika frasa 
yang sama digunakan dalam dokumen legal di era yang sama, maka 
pendefinisiannya pasti tetap konsisten. 
Mayoritas akademisi maupun pihak pemerintah Jepang memiliki pemikiran 
bahwa perang membela diri (SDF) tidak ditinggalkan, dalam paragraf 1 Pasal 9. 
Mereka percaya bahwa pasal tersebut menolak seluruh perang tanpa membedakan 
tindakan ofensif maupun defensif. Alasannya yaitu pertama, seluruh perang, 
termasuk perang untuk membela diri dapat diartikan sebagai menyelesaikan 
sengketa-sengketa internasional. Alasan kedua, secara praktik sangat sulit untuk 
membedakan sebuah perang invasi dengan perang untuk membela diri (SDF), 
atau perang dengan menggunakan angkatan bersenjata dalam negeri.
61
 
Meskipun Jepang tidak meninggalkan hak untuk membela diri berdasarkan 
Pasal 9 ayat 1, namun penolakan terhadap keadaan perang dan memelihara 
potensi perang pada ayat 2 menolak hak negara-negara untuk membela diri 
dengan memiliki pasukan dan kekuatan militer. Sehingga, beberapa pendapat 
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yang menyatakan persetujuan bahwa Jepang tidak boleh memiliki potensi perang 
(sen-ryoku) karena pada ayat 2 Pasal 9 sangat jelas melarang hal tersebut.  
Penafsiran terhadap SDF berbeda dengan potensi perang sesuai dengan ayat 
2 Pasal 9. Alasannya adalah pada ayat 1 tidak menolak hak negara-negara untuk 
membela diri, menciptakan kekuatan yang bertujuan untuk membela diri bukan 
merupakan pemeliharaan potensi perang yang dilarang pada ayat 2. Pendefinisian 
terhadap “potensi perang” sebagai kekuatan yang lebih besar dengan 
meminimalkan kekuatan tersebut untuk membela diri. Oleh karena itu, SDF bukan 
merupakan sebuah kekuatan yang berpotensi menciptakan perang, namun hanya 
sebagai pasukan bela diri.
62
 
Sebelum draft asli Pasal 9 seperti dalam Konstitusi Jepang tersebut, ada 
beberapa draft awal sebelum disahkan oleh parlemen Jepang. Seperti pada 
awalnya pada 13 Februari 1946 draft konstitusi yang sebelumnya berada pada 
Pasal VIII dengan mengikuti ide Jenderal MacArthur yaitu,
63
 
Article VIII. War as a sovereign right of the nation is abolished. The 
threat or use of force is forever renounced as a means for settling 
disputes with any other nation. 
No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized 
and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State. 
 
Perubahan kata-kata terhadap pasal tersebut diubah oleh Matsumoto di 
bulan Maret 1946 dan menjadi Pasal 9 yang berbunyi,  
Article 9. War, as a sovereign right of the nation, and the threat or use of 
force, is forever abolished as a means of settling disputes with other 
nations. 
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The maintenance of land, sea, and air forces, as well as other war 
potential, and the right of belligerency of the state will not be recognized. 
 
Selanjutnya diubah menjadi,  
Article IX. War, as a sovereign right of the nation, and the threat or use 
of force, is forever renounced as a means of settling disputes with other 
nations. 
The maintenance of land, sea, and air forces, as well as other war 
potential, will never be authorized. The right of belligerency of the state 
will not be recognized. 
 
Draft terakhir dari Konstitusi yang diterima oleh Diet
64
 (parlemen Jepang) 
adalah sebagai berikut, 
1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and 
order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of 
the nation and the threat or use of force as a means of settling 
international disputes. 
2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea 
and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. 
The right of belligerency of the state will not be recognized. 
 
Akan tetapi, pada tahun 2005 dibuat draft amandemen terhadap Pasal 9 
Konstitusi Jepang tersebut. Anggota parlemen Jepang, yaitu House of 
Representative mengatakan bahwa Pasal 9 perlu untuk ditinjau ulang. Pada Pasal 
9 ayat 2 pemikiran terbagi atas Konstitusi yang mengakui SDF, atau Jepang harus 
mengambil tindakan berdasarkan hak kolektif bela diri. Sebanyak 61.7% suara 
dari parlemen yang menyetujui amandemen dan Partai Demokrasi Liberal Jepang 
telah membuat draft amandemen tersebut. 
Partai Demokat Liberal telah mempersiapkan amandemen Kosntitusi Jepang 
yang dirilis pada dalam sebuah draft amandemen pada April 2012 pada perjanjian 
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San Fransisco. Partai Demokrasi Liberal Jepang menjelaskan draft tersebut 
sebagai, 
All articles of the present constitution from the preamble to the 
provisions have been reviewed and revised. The revised draft is 
composed of eleven chapters, 110 articles in total, whereas the present 
Constitution has ten chapters comprising 103 articles. The preamble has 
been entirely redrafted. They state that Japan has a long history, a 
distinctive culture that respects harmony, and that the nation is a family 




Pasal 9 yang terdapat dalam draft tersebut berada pada bab 2 dengan judul 
“Penolakan terhadap Perang” yang terdiri hanya pasal tersebut. Pada ayat 1 Pasal 
9 tidak berubah secara signifikan, namun susunan kata diperjelas dimana kata-
kata menjadi terhubung satu dan lainnya. Hal yang dimaksud dengan 
renounceadalah “war as a sovereign right of the nation” dan masyarakat Jepang 
tidak menggunakan kata usepada “the threat or use of force as a means of settling 
international disputes”. 
Adapun pada pargraf kedua (ayat 2) Pasal 9 dicabut dan diganti oleh 
beberapa ketentuan. Paragraf baru akan memperjelas bahwa Jepang memiliki hak 
untuk membela diri dengan mengatakan “[t]he prescription of the preceding 
paragraph does not prevent the exercise of the self-defense right”. Paragraf baru 
tersebut akan menjelaskan bahwa Jepang memiliki kekuatan angkatan pertahanan 
yang dibawah pengawasan Perdana Menteri. Paragraf kedua dari Pasal 9 ayat 2 
(baru) menetapkan bahwa segala aktivitas kekuatan pertahanan memerlukan 
persetujuan Diet atau pengawasan lainnya sebagai suatu hal yang ditetapkan oleh 
hukum. 
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Adapun paragraf ketiga akan menjelaskan kekuatan angkatan pertahanan 
dapat memimpin segala aktivitas, seperti pada aktivitas peacekeeping 
internasional serta segala aktivitas untuk menjaga perdamaian ataupun perintah 
dari pemerintah untuk melindungi kehidupan masyarakat Jepang. Paragraf 
keempat menetapkan bahwa organisasi, pengawasan internal, dan perlindungan 
rahasia angkatan bersenjata telah diatur oleh hukum. Paragraf kelima akan 
mengharuskan pemerintah untuk mendirikan sebuah Pengadilan Militer untuk 
memutuskan kasus-kasus mengenai tindakan kejahatan selama rangkaian tugas 
dari kewajiban mereka sebagai seorang personil militer dan masyarakat sipil yang 
termasuk angkatan militer. Hak untuk memohon pada sebuah pengadilan akan 
menjamin secara aman.
66
 Pada ayat selanjutnya (paragraf 3) membutuhkan peran 
pemerintah untuk melindungi tanah, air, udara, dan sumber daya alam Jepang 
dalam kerjasama yang baik dengan masyarakat Jepang yang bertujuan untuk 
memelihara hak-hak atas kedaulatan dan kebebasan sebuah bangsa dan negara. 
Meskipun draft amandemen konstitusi terhadap Pasal 9 sudah selesai, 
namun revisi konstitusi Jepang tersebut belum dilaksanakan. Seperti pada sumber 
Foreign Affairs
67
yang menyatakan bahwa meskipun Shinzo Abe menginginkan 
sejumlah revisi terhadap konstitusi, namun revisi terhadap konstitusi tersebut 
masih belum jelas. 
Penafsiran pasal 9 oleh pemerintah Jepang rupanya memperbolehkan 
ekspansi yang tak terbatas dalam hal kemampuan pertahanan Jepang. Hal tersebut 




 Jeffrey W. Hornung, Foreign Affairs, “Constitutional Revision in Japan”, 26 Juli 2016,  
(https://www.foreignaffairs.com/articles/japan/2016-07-26/constitutional-revision-japan),  
diakses pada Rabu, 31 Agustus 2016, pukul 21:14 WITA.  
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kelihatannya kata-kata dalam Pasal 9 sangat sederhana dan mengalir ke dalam 
makna asalnya. Secara umum dapat dipahami terdapat sebuah celah antara 
susunan kata Pasal 9 dengan kenyataan dan situasi yang ada di Jepang. Untuk 
mempertahankan supremasi Konstitusi, posisi Partai Demokasi Liberal penuh 
dengan keraguan terhadap penafsiran pemerintah bahwa Pasal 9 harus ditujukan 
pada amandemen pasal tersebut dan klarifikasi kemampuan militer Jepang.  
Pada Januari 2015, koalisi yang berkuasa telah memperoleh 135 partai yang 
tidak lagi berkuasa dari 242 kursi dalam anggota dewan Jepang (Japan’s House of 
Councillors) dan 327 yang keluar dari 475 kursi dalam keanggotaan majelis 
(House of Representatives). Jumlah kursi (suara) dalam House of Representatives 
lebih besar dari pada 2/3 dari seluruh jumlah suara yang diperlukan untuk 
mengajukan sebuah referendum nasional. Angka yang diperoleh dalam House of 
Councillors tidak mencapai 2/3 dari seluruh suara, tapi banyak partai kecil oposisi 
yang sepakat untuk mengamandemen Konstitusi. 
Pada pemilihan nasional terakhir pada Desember 2014, Partai Demokrasi 
Liberal menyatakan maksud untuk mengajukan rancangan Undang-Undang 
kepada Diet untuk mengamandemen Konstitusi setelah tercapainya berbagai 
kesepakatan dan dukungan dari masyarakat Jepang. Partai Demokrasi Liberal 
telah melaksanakan sidang pendidikan dalam membahas amandemen Konstitusi 
sejak tahun 2014. Tahun 2015, manifesto politik Partai Demokrasi Liberal adalah 
mengajukan amandemen Konstitusi. Komisi House of Representatives telah mulai 
mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang akan diamandemen. Partai Demokrasi 
Liberal berencana untuk mengajukan sebuah rancangan Undang-Undang untuk 
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mengamandemen Konstitusi setelah pemilihan House of Councillors tahun 2016. 
Sehingga, amandemen Undang-Undang keamanan nasional Jepang yang khusus 
pada Pasal 9 masih belum jelas menghasilkan revisi terbaru dari Konstitusi Jepang 




C. Kerjasama Jepang dan India dalam bidang Militer 
Diantara negara-negara yang pernah terlibat perang dan merasakan 
pentingnya membangun kekuatan militer yang kuat, tangguh dan mandiri adalah 
India. Negara dengan penduduk terbesar ke-2 dunia dan luas geografis terbesar 
ke-7 dunia ini tidak akan pernah melupakan peristiwa Perang Kashmir I dan 
Kashmir II dengan tetangganya, Pakistan. Dalam Perang Kashmir I dan II, India 
kehilangan lebih dari 100 tank baja dan kehilangan korban lebih dari 4000 jiwa. 
Perang ini berakhir berkat campur tangan dua negara adidaya, Amerika Serikat 
dan Uni Soviet yang melahirkan perjanjian Tashkent, meski sesungguhya, India 
menguasai 700 km² teritori Pakistan sedangkan teritori Indiayang dikuasai 
Pakistan hanya 200 km². 
Pasca perang, India berubah menjadi salah satu negara dengan kekuatan 
militer terbesar di dunia. Saat ini India memiliki 1.325.450 personel tentara dan 
1.155.00 personell cadangan. Jika ditambah dengan personil paramiliter yang 
berkekuatan 2.288.407 personil (aktif dan cadangan), maka jumlah total tentara 
India berjumlah 4.768.857 personil. Saat ini, arsenal militer angkatan darat India 
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mengandalkan lebih dari 1.000 tank T-90 dan T-72 yang telah diperbaharui 
kemampuannya serta BMP-2 untuk operasi amfibi. 
Selain itu, militer angkatan laut India juga dilengkapi dengan berbagai 
macam peralatan canggih, seperti dua kapal induk (aircraft carrier) INS Vikrant 
& INS Vikramaditya dan satu kapal selam berkemampuan serang nuklir INS 
Chakra serta ratusan kapal perang lain dari berbagai tipe dan ukuran. Angkatan 
udara India juga dilengkapi dengan Sukhoi Su-30 MKI, Mig-29 UPG, Mirage 
2000 HS, Mirage 2000-5 MK2, Ilyushin Il-78 & Il-76, Boeing C-17 Globemaster 
III, C-130 j Super Hercules, Antonov An-32, serta pesawat peringatan AEW&C 
Phalcon. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa peralatan militer India dapat melakukan 
aksi defensif maupun ofensif. Selain itu, militer India juga mampu dalam hal 
membuat bom nuklir, melancarkan serangan biologi dan kimia terhadap sasaran 
musuh.
69
 Selain peralatan militer angkatan darat dan laut, India juga memiliki 
beberapa peralatan militer di bidang angkatan udara. Seperti pada Rudal Brahmos 
yang telah masuk ke dalam ranah ekspor dengan kecepatan supersonik dan 
memiliki kemampuan menghantam target sejauh 290 km. 
Hubungan kerjasama Jepang dan India telah dimulai sejak abad ke-6 Masehi 
ketika agama Buddha diperkenalkan ke Jepang.
70
 Kebudayaan India yang dibawa 
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oleh Buddha telah memberikan pengaruh yang besar bagi kebudayaan Jepang dan 
hal ini yang membuat orang-orang Jepang dekat secara kebudayaan dengan India. 
Tidak hanya menjalin kerjasama dengan India, namun Jepang juga mulai 
melakukan ekspansi perdagangan ke wilayah-wilyah asia lainnya, seperti 
Filiphina, Thailand, Kamboja hingga Indonesia. Sehingga, Jepang merupakan 
mitra kerjasama oleh negara-negara Asia yang sudah terjalin selama berabad-abad 
lamanya.  
Setelah perang dunia kedua, perdana menteri India, Jawaharlal Nehru 
mendonasikan seekor gajah India ke kebun binatang Ueno di Jepang. Jepang dan 
India menandatangani perjanjian damai dan membuka hubungan diplomatik 
secara resmi pada 28 April 1952. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian 
pertaman yang ditandatangani oleh Jepang sejak perang dunia kedua.  
Pasca perang dunia kedua, India memberikan bantuan yang sangat besar 
bagi Jepang, yaitu bijih besi yang dapat mencegah kehancuran bagi Jepang. 
Hubungan kedua negara berlanjut dengan adanya kunjungan resmi oleh masing-
masing kepala negara. Kunjungan perdana menteri Jepang, Nobusuke Kishi pada 
tahun 1957 untuk memberi pinjaman pada India. Sejak tahun 1986, Jepang 
menjadi negara pendonor bantuan asing terbesar bagi India. 
Kunjungan perdana menteri Singh ke Jepang pada Juli 2008 untuk 
membahas isu joint declaration on Security Cooperation between Japan and 
India. Selanjutnya, untuk memajukan kerjasama keamanan dengan berdasar pada 
deklarasi tersebut adalah dengan membicarakan Action Plan yang diikuti oleh 
kunjungan Perdana Menteri Hatoyama ke India pada Desember 2009. Terdapat 
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banyak dialog dan kerangka kerjasama dalam bidang keamanan bagi kedua 
negara.  
Maritime Self Defense Force (SDF) bergabung dengan „Malabar 09‟ yang 
dipimpin oleh Amerika Serikat dan India pada April 2009. Menteri Pertahanan 
India, Antony mengunjungi Jepang pada November 2011 untuk melaksanakan 
pertemuan kementerian pertahanan Jepang-India dengan Mr. Ichikawa. Kedua 
negara sepakat untuk melaksanakan penggabungan latihan bilateral antara SDF 
Jepang dengan Indian Navy. Pada pertemuan di bulan Desember 2011, perdana 
menteri Noda dan perdana menteri Singh menyatakan bahwa kedua negara akan 
memperluas kerjasama di wilayah keamanan maritim yang meliputi keamanan 
dan kebebasan pelayaran. 
Adapun perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Jepang dan India dalam 
bidang keamanan dan militer, yaitu Agreement between the Government of Japan 
and the Government of the Republic of India Concerning the Transfer of Defence 
Equipment and Technology (2015); Agreement between the Government of Japan 
and the Government of the Republic of India Concerning Security Measures for 
the Protection of Classified Military Information (2015).
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Pada tahun 2010, Perdana Menteri Jepang, Nato Kan dan Perdana Menteri 
India, Manmohan Singh menguraikan visi bersama untuk kemitraan global 
strategis Jepang-India selama dekade kedua abad ke-21. Pada saat itu, Kan dan 
Singh menegaskan kembali identitas fundamental dari nilai-nilai, kepentingan, 
dan prioritas antara Jepang dan India. Kedua negara tersebut menegaskan 





komitmen politik di kedua negara yang tidak hanya sekadar wacana yang 
berkembang. Namun adanya keinginan rakyat untuk meningkatkan hubungan 
bilateral, serta menghargai kerjasama mereka untuk perdamaian dan kemakmuran 
berkelanjutan di Asia dan dunia yang dinamis dan terus berubah. 
Pada tahun 2013, Jepang dan India berencana mempererat hubungan 
bilateral, saat keduanya tengah terlibat sengketa wilayah dengan Tiongkok. Kedua 
negara akan meningkatkan kerja sama pertahanan, investasi swasta, dan energi 
nuklir. Agenda tersebut dibicarakan saat kedua pemimpin negara itu saat 
pertemuan di Tokyo. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terus aktif memperkuat 
hubungan dengan negara-negara Asia. Pada saat yang sama, dia memilih menjauh 
dari Cina dan Korea Selatan, yang keduanya terlibat dalam sengketa bilateral 
dengan Tokyo. 
Kunjungan resmi Perdana Menteri India, Manmohan Singh tersebut akan 
memperbaharui kerja sama antara Tokyo-New Delhi. Perdana Menteri Jepang, 
Shinzo Abe pernah menggambarkan India sebagai negara dengan potensi terbesar 
bagi penguatan hubungan bilateral dibanding negara lainnya.Hasil terpenting dari 
kunjungan India ke Jepang tersebut adalah terwujudnya kesepakatan bilateral atas 
nuklir. Kesepakatan tersebut dapat memungkinkan Jepang mengekspor reaktor 
dan teknologi nuklir sipil ke India.Kesepakatan kerjasama nuklir antara Jepang- 
India menjadi bisnis baru bagi pemanufaktur nuklir Jepang, seperti Toshiba Corp 
dan Hitachi Ltd. Dimana, kedua negara tersebut masih berupaya pulih dari 
dampak insiden reaktor nuklir di Fukushima, pada tahun 2011. 
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Kedua pemimpin negara tersebut juga membicarakan penguatan kerja sama 
militer. Dalam beberapa tahun terakhir, militer Jepang dan India saling bekerja 
sama untuk menghadapi ekspansi angkatan laut Tiongkok di Laut Cina Timur dan 
Selatan.  
Selain itu, Jepang juga berharap dapat meningkatkan kerja sama ekonomi 
melalui partisipasi dalam proyek infrastruktur India. Jepang akan lebih 
mendorong investor untuk menanamkan modal di India. Dimana, kesepakatan 
ekonomi bilateral sebelumnya yaitu di tahun 2011, sukses meningkatkan ekspor 
Jepang ke India sebesar 35%.
72
Hal tersebut dapat diperkuat dengan data tabel 
kerjasama ekonomi antara Jepang dan India tahun 2011-2014 di bawah ini. 
Tabel1. Kerjasama Ekonomi Jepang dan India Tahun 2010-2014  
(dalam Juta US $) 
Tahun  Ekspor Impor Jumlah  
2010-11 5,092.15 8,632.03 13,724.17 
2011-12 6,330.22 11,965.38 18,295.60 
2012-13 6,101.24 12,412.29 18,513.54 
2013-14  5,164.13 7,310.44 12,474.57 
Sumber: Bilateral Trade with Japan, Press Information Bureau Government of  
India Ministry of Commerce & Industry, 12 Februari 2014, 
(http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103581), diakses pada 
Minggu, 18 September 2016, pukul 20;23 WITA.  
 
Tabel 1 menunjukkan data kerjasama ekonomi Jepang dan India dalam hal 
ekspor dan impordari tahun2011 hingga tahun2014.Jumlah ekspor-impor 
mengalami peningkatan dari tahun 2010-2013, dengan jumlah ekspor-impor di 
tahun 2010-2011 sebesar 13,724.17 juta US $ menjadi 18,513.54 juta US $ di 
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tahun 2012-2013.Namun angka tersebut mengalami penurunan jumlah ekspor-
impor di tahun 2013-2014 menjadi 12,474.57 juta US $. 
Kerjasama militer Jepang dengan India merupakan yang pertama kali selain 
kerjasama dengan negara-negara aliansinya, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan 
Australia. Perjanjian kerjasama antara India dan Jepang setelah kunjungan 
Narendra Modi ke Jepang di tahun 2014. Perjanjian tersebut secara esensial 
merupakan sebuah MoU dalam bidang kerjasama pertukaran pertahanan, yang 
meliputi proses pembelian dan produksi alat-alat pertahanan dan militer.
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Pertemuan yang dilakukan oleh India ke Jepang tersebut adalah untuk 
membicarakan penguatan kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang 
pertahanan. Narendra Modi mengemukakan bahwa kedua negara bermaksud 
untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, yang 
meliputi kolaborasi kerjasama militer. Tujuannya adalah untuk mencapai 
kepentingan dalam hal perdamaian dan kestabilan serta keamanan wilayah 
maritim. 
Selain itu, kedua negara juga mengatur investasi langsung Jepang ke India 
selama lima tahun. Jepang ingin berinvestasi sebesar 3,5 trilyun Yen atau setara 
dengan $33,6 miliar dalam sektor publik dan swasta. Adapun pembiayaan bantuan 
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Dalam sebuah rapat di tahun 2014, kabinet Jepang menyetujui apa yang 
disebutnya sebagai “Keputusan Kabinet atas Pengembangan Pengesahan 
Keamanan yang Lancar Berkelanjutan untuk Memastikan Kelangsungan Hidup 
Jepang dan Melindungi Rakyatnya”.Kabinet Jepang telah mengubah interpretasi 
konstitusi untuk memungkinkan Jepang menerapkan haknya atas bela diri 
kolektif.Keputusan tersebut menandai perubahan besar dalam kebijakan 
keamanan Jepang setelah perang. Pemerintahan Jepang sebelumnya menetapkan 
bahwa negara Jepang memiliki hak terhadap bela diri kolektif.Hal tersebut 
mengkoreksi interpretasi Konstitusi yang tidak sepakat terhadap perang. 
Sebelum adanya interpretasi ulang oleh Kabinet, pemerintah Jepang 
mempertimbangkan penggunaan kekuatan yang diizinkan hanya dalam hal 
serangan bersenjata terhadap negara Jepang.Namun, kabinet sekarang mengatakan 
bahwa dengan situasi keamanan di negara-negara tetangga Jepang yang terus 
berubah, sebuah serangan bersenjata dapat mengancam kelangsungan hidup 
negara Jepang, tergantung dari maksud, skala dan cara serangan tersebut.
75
 
Kesepakatan yang dicapai pada Desember 2015
76
 antara Perdana Menteri 
India Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membangun 
landasan yang dibuat oleh para penentu kebijakan antara kedua negara lima tahun 
yang lalu. Visi dan perjanjian terbaru yang diajukan oleh India dan Jepang 
memiliki tujuan ganda, yaitu mempererat hubungan bilateral yang mengangkat 
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kedua negara sebagai kekuatan utama regional dan memastikan bahwa ekspansi 
Tiongkok tidak menghambat pertumbuhan negara-negara yang lebih kecil dan 
ekonomimereka. Kesepakatan nuklir, jalur kereta api berkecepatan tinggi, dan 
latihan angkatan laut menjadi topik utama dari perjanjian kedua negara.Selain itu, 
India dan Jepang juga sepakat untuk berbagi intelijen rahasia sebagai bagian dari 
kesepakatan tertunda untuk mengekspor pesawat terbang amfibi US-2 dari Jepang 
ke India. 
Pada tahun 2015, Jepang dan India menandatangani 16 perjanjian dalam 
berbagai bidang, yaitu pembangunan kereta api cepat; teknologi dan peralatan 
pertahanan; keamanan; energi nuklir; infrastruktur; pendidikan; dan ekonomi. 
Perjanjian-perjenajian tersebut ditandatangani setelah adanya pembicaraan antara 
dua delegasi negara, yaitu Shinzo Abe dan Narendra Modi. Selain itu, kedua 
negara juga menyepakati Joint Statement on India and Japan Vision 2025: 
Special Strategic and Global Partnership Working Together for Peace and 
Prosperity of the Indo-Pacific Region and the World pada Desember 2015 (lihat 
lampiran). 
Beberapa diantara perjanjian tersebut terdapat kesepakatan kedua negara di 
bidang militer
77
, yaitu Perjanjian mengenai transfer teknologi dan peralatan 
pertahanan. Perjanjian ini memberikan sebuah kerangka untuk meningkatkan 
kerjasama pertahanan dan keamanan dengan membuat tersedianya teknologi dan 
peralatan pertahanan untuk mengimplementasikan penelitan bersama, 
pembangunan dan proyek produksi. 
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Jepang dan India sepakat untuk berbagi informasi, teknologi, peralatan 
militer. Hal tersebut terlihat pada India yang telah mengeluarkan anggaran belanja 
militer dengan membeli US-2 Amphibious Aircraft yang dibuat oleh industri 
ShinMaywa. Industri tersebut merupakan industri pertama yang menjual peralatan 




Pertemuan kedua negara tersebut berlangsung di India atas kunjungan 
Shinzo Abe, di mana kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama militer 
dan ekonomi. Kedua negara menandatangani 15 perjanjian yang meliputi 
kerjasama dalam pembangunan rel kereta api dan transfer teknologi militer untuk 
meningkatkan produksi senjata di India. 
Aliansi Jepang dan India menekankan bahwa hubungan kedua negara dapat 
memberi keuntungan. India membutuhkan investasi untuk meningkatkan 
infrastruktur dan produksi industri alat-alat pertahanan dan militer. Sementara 
Jepang mencari negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Selatan.
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Selain itu, India juga mendukung Jepang atas reklamasi tanah Tiongkok di 
sekitar Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh negara lain. Jepang juga 
khawatir jika Tiongkok berambisi terhadap teritori tersebut yang akan membuat 
tekanan yang lebih di wilayah Laut Cina Timur maupun Laut Cina Selatan. India 
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dengan tegas mendukung Jepang atas klaim wilayah tersebut dengan istilah 
critical important, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi India juga akan 
terganggu jika tidak ada keamanan di wilayah Laut Cina Selatan. 
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KEPENTINGAN JEPANG DALAM KERJASAMA MILITER DENGAN 
INDIA 
A. Hubungan Kerjasama Militer Jepang dengan India 
Teknologi militer Jepang telah kembali menunjukkan kekuatannya dalam 
hal perlengkapan militer sejak adanya revisi Undang-Undang Keamanan Nasional 
Jepang. Sejak perang dunia kedua, Jepang harus menerima sanksi kalah perang 
berupa penonaktifan kekuatan militer dan hanya boleh menggunakan nama 
Pasukan Bela Diri sebagai pasukan militer. Selain itu, Jepang tidak boleh 
menggunakan kekuatan militernya tersebut untuk menginvasi negara lain atau 
tidak dapat menyerang negara lain (offensive). 
Peraturan terhadap kontrol militer Jepang pada sanksi atas berakhirnya 
perang dunia kedua membuat Jepang menutup diri dari kehebatan angkatan 
bersenjata dan peralatan militer yang dimiliki selama sebelum berakhirnya perang 
dunia kedua. Jepang tidak boleh menunjukkan kekuatan militernya untuk 
menggandeng kekuatan militer lain sehingga tercipta aliansi militer yang lebih 
kuat. Sehingga, Jepang hanya beraliansi dengan Amerika Serikat dalam hal 
kondisi militer. 
Akan tetapi, peraturan terhadap perundang-undangan keamanan nasional 
Jepang tersebut telah dilakukan revisi seiring dengan pergantian pemimpin di 
Jepang. Sejak tahun 2005, Partai Demokrasi Liberal mengumpulkan suara yang 
sepakat dalam hal amandemen pasal 9 dan membuat draft amandemen terhadap 
peraturan yang menjelaskan penolakan terhadap perang dan pelarangan 
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penggunaaan kekuatan militer Jepang. Peraturan tersebut terletak pada pasal 9 
dalam konstitusi Jepang. 
Peraturan terhadap larangan Jepang terlibat aktif dalam penggunaan 
kekuatan militernya, dalam hal ini terlibat dalam perang membuat istilah baru 
dalam angkatan bersenjata militer Jepang. Istilah tersebut telah mencakup personil 
militer angkatan darat, laut dan udara yang diberi nama Pasukan Bela Diri. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kekuatan militer Jepang dibatasi sejak berakhirnya 
perang dunia kedua. 
Hal tersebut juga sesuai dalam penjelasan bahwa pasca perang dunia kedua, 
Jepang dikendalikan oleh tentara pendudukan Sekutu, yang sebagian besar terdiri 
dari tentara Amerika Serikat dibawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. 
Jepang dipaksa oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian reformasi 
politik, sosial dan ekonomi yang meluas.
80
 Meskipun terjadi perubahan yang 
besar, salah satunya dalam sistem ekonomi Jepang yang mulai menjadi kekuatan 
ekonomi terbesar ketiga di dunia, namun dalam bidang militer Jepang tidak dapat 
menggunakan kekuatan unggulannya tersebut. 
Pasal dalam konstitusi Jepang yang tidak memperbolehkan Jepang untuk 
menggunakan kekuatan militernya secara offensive terdapat dalam pasal 9 yang 
menjelaskan bahwa Jepang selamanya meninggalkan perang demi terwujudnya 
perdamaian internasional berdasarkan pada keadilan. Hal tersebut membuat 
Jepang tidak lagi dapat menggunakan kekuatan militernya lagi. Selain itu, dalam 
pasal tersebut juga diatur bahwa Jepang tidak dapat memelihara kekuatan perang. 
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Maksudnya adalah Jepang hanya akan memiliki Pasukan Bela Diri atau Self 
Defence Force yang kekuatannya hanya dibatasi dan digunakan untuk membela 
negara. Sehingga, segala bentuk aktivitas militer yang terlihat menunjukkan 
kekuatan nasional kepada negara lain akan bertentangan dengan pasal dalam 
konstitusi Jepang tersebut.  
Terkait dengan pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang melarang segala 
bentuk aktivitas yang akan memunculkan potensi perang, termasuk pada 
penggunaan kekuatan militer. Telah terdapat draft amandemen untuk merevisi 
pasal tersebut. revisi terhadap Undang-Undang keamanan nasional Jepang 
memang tidak semudah untuk disetujui oleh Diet. Ide amandemen terhadap 
konstitusi telah ada sejak tahun 2005, di mana Partai Demokrasi Liberal berhasil 
mengumpulkan suara mayoritas dalam parlemen yang pro terhadap amandemen 
pasal 9 tersebut. 
Konstitusi Jepang yang memuat pasal 9 tersebut telah ada sejak Mei 1947 
yang secara resmi menggantikan rezim Meiji. Konstitusi tersebut dibuat oleh 
Amerika Serikat atas dasar reformasi Jepang di bidang politik dan sosial. 
Konstitusi tersebut sesuai dengan sebagian besar harapan bangsa Jepang. 
Konstitusi itu memberikan peranan yang semata-mata simbolik pada Kaisar dan 
membuat Diet menjadi organ kekuasaan negara tertinggi.
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Kekuasaan tertinggi di negara Jepang berada pada Diet yang membuat 
seluruh peraturan yang hendak diterapkan dalam kehidupan bernegara Jepang 
harus melalui persetujuan Diet, termasuk amandemen konstitusi. Dalam 
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mengamandemen konstitusi Jepang, khususnya pada pasal 9 diperlukan 
persetujuan dari Diet. Hal tersebut yang menyebabkan revisi undang-undang 
keamanan nasional Jepang membutuhkan waktu yang lama untuk 
mewujudkannya.  
Terdapat perbedaan kepentingan antara elit politik Jepang dalam 
memandang situasi internasional dan mempertahankan tradisi pembentukan 
sistem politik Jepang pasca perang dunia kedua. Elit politik yang menginginkan 
amandemen terhadap pelarangan Jepang dalam memelihara perang memiliki 
alasan bahwa situasi dan kondisi dunia internasional sudah berubah. Situasi dan 
kondisi pasca perang dan rekonstruksi terhadap perang sudah berlalu selama 
puluhan tahun lamanya.  
Peraturan dalam pasal 9 yang melarang Jepang memelihara perang dan 
menggunakan kekuatan militernya merupakan peraturan yang diberikan pada 
Jepang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jepang yang kalah dalam perang 
dunia kedua perlu membatasi militernya bahkan menghilangkannya sama sekali. 
Hal tersebut disebabkan oleh masih berlangsungnya gencatan-gencatan senjata 
dan proses rekonstruksi terhadap kehancuran yang ditimbulkan selama perang 
berlangsung. Jika Jepang menggunakan kekuatan militernya yang unggul, maka 
upaya untuk mencapai perdamaian internasional seperti yang disebutkan dalam 
ayat 1 pasal 9 konstitusi Jepang tidak akan terwujud hingga saat ini. Militer 
Jepang tentu akan bangkit dan melawan sekutu demi kepentingannya menguasai 
wilayah Asia Pasifik pada tahun 1945. 
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Kepentingan nasional Jepang tentu telah berubah sesuai dengan kondisi 
dunia internasional pada saat ini. Dunia internasional tidak lagi disibukkan dengan 
rekonstruksi besar-besaran pasca perang dunia kedua, melainkan negara-negara 
berusaha untuk menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan 
perekonomian. Ketika pendapatan suatu negara juga meningkat dari hasil 
kerjasama ekonomi tersebut, maka anggaran belanja di bidang militer juga akan 
terisi dan meningkat setiap tahun. Sehingga, negara akan mempersenjatai diri 
mereka dengan melengkapi peralatan militer selain dengan bekerjasama dengan 
mencari aliansi-aliansi untuk mendukung dan memperkuat kondisi militernya. 
Sedangkan elit politik dan masyarakat Jepang yang kontra terhadap 
perubahan konstitusi, khususnya pasal 9 tersebut juga berlandaskan dengan 
konstitusi yang dijunjung tinggi sebagai pedoman Jepang. Pihak yang tidak 
menginginkan amandemen terhadap konstitusi tersebut melihat bahwa jika Jepang 
kembali aktif dalam percaturan militer global, maka akan membawa dampak yang 
mengerikan bagi masyarakat Jepang seperti yang dialami pada perang dunia 
kedua. Kecanggihan dan keunggulan militer Jepang membuatnya tidak takut 
terhadap ancaman dari negara manapun dan siap untuk berperang. Akan tetapi, 
elit politik dan sebagian masyarakat Jepang tidak menghendaki hal tersebut dan 
menginginkan agar Jepang menjunjung tinggi prinsip cinta damai sesuai dalam 
konstitusi Jepang. 
Persetujuan maupun penolakan terhadap amandemen pasal 9 dalam 
konstitusi Jepang juga membuat pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang, Diet 
tidak dapat mengambil keputusan dalam waktu singkat, namun membutuhkan 
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waktu bertahun-tahun hingga saat ini. Rancangan atau draft amandemen 
konstitusi, khususnya pada pasal 9 telah dirilis pada tahun 2012 oleh Partai 
Demokrasi Liberal di bawah perdana menteri Shinzo Abe. Beberapa penggunaan 
kata di konstitusi diubah dan diperjelas, seperti memperjelas bahwa Jepang 
memiliki hak untuk membela diri dan memiliki kekuatan pertahanan di bawah 
pengawasan perdana menteri. Angkatan pertahanan Jepang digunakan dalam hal 
peacekeeping untuk menjaga perdamaian internasional, sehingga kembali aktifnya 
angkatan bersenjata Jepang masih sesuai dengan konstitusi Jepang yang 
menghendaki perdamaian internasional. Hingga pada tahun 2016, rancangan 
amandemen pasal 9 tersebut masih didiskusikan dalam parlemen sebagai bagian 
dari dinamika sistem politik di Jepang. 
Meskipun revisi terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional Jepang 
belum sepenuhnya resmi menjadi aturan yang mengikat seluruh masyarakat 
Jepang secara hukum, namun pelaksanaan dari revisi tersebut telah dilaksanakan 
di bawah pemerintahan perdana menteri Shinzo Abe. Jepang kembali 
mempersenjatai negaranya melalui belanja militer dan melengkapi peralatan 
militer angkatan darat, laut maupun udara. Selain itu, Jepang juga menjalin 
kerjasama di bidang militer dengan negara-negara lain selain kerjasama di bidang 
ekonomi dan sosial budaya. 
Jepang memiliki kepentingan nasional terhadap revisi Undang-Undang 
Keamanan Nasionalnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengantarkan Jepang 
dalam melaksanakan kebijakan transfer teknologi militer ke negara-negara di 
dunia. Alasan pertama adalah situasi dan kondisi percaturan politik internasional 
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saat ini, yaitu pasca runtuhnya USSR dalam perang dingin di tahun 1990 hingga 
tahun 2016 telah menunjukkan pergeseran perpolitikan global yang tidak sama 
sejak berakhirnya perang dunia kedua. Sejak perang dunia kedua, negara-negara 
di dunia perlu untuk melakukan rekonstruksi di berbagai bidang akibat perang 
yang berlangsung. Selain itu, upaya perdamaian melalui perjanjian pasca perang 
masih harus dijaga komitmen bersama. Hal tersebut bertujuan agar para aktor-
aktor yang terlibat perang tidak melanggar perjanjian tersebut dan tetap patuh 
pada pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam konstitusi masing-masing negara. 
Pasca perang dingin berakhir, kekuatan bipolar berganti menjadi kekuatan 
multipolar dalam politik global. Munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti 
Tiongkok, India, ASEAN dalam hal mengembangkan perekonomian. Dunia 
internasional tidak lagi membahas persoalan perang, akan tetapi pada kerjasama 
dan meningkatkan kesejahteraan global. Untuk itu, Jepang merupakan salah satu 
negara dengan banyak mitra kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah 
dalam bidang militer. 
Alasan kedua mengenai kebijakan kerjasama militer yang dikeluaarkan oleh 
Jepang adalah adalah penggunaan kekuatan militer Jepang bagi negara-negara lain 
tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam pembukaan konstitusi 
menggambarkan bahwa Jepang memiliki prinsip cinta damai dan keadilan bagi 
seluruh dunia. Sehingga, penggunaan kekuatan militer bagi penanganan konflik di 
negara-negara mitra kerjasama serta transfer teknologi militer ke wilayah Asia 
tidak bertentangan dengan konstitusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
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pemahaman dan kekuatan pertahanan bagi negara-negara mitra hingga dapat 
diimplementasikan dalam menciptakan keadilan dan perdamaian global 
Kerjasama dalam bidang militer Jepang dilakukan di beberapa negara, salah 
satunya adalah India. Kebijakan Jepang dalam kerjasama di bidang militer 
tersebut tidak memiliki potensi untuk menciptakan perang, apalagi memelihara 
perang. Kerjasama militer Jepang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
keterampilan bagi negara-negara Asia, khususnya India dalam hal kecanggihan 
dan keunggulan militer yang dimiliki oleh Jepang. 
Jepang dikenal sebagai bangsa yang unggul dalam hal bela diri dan 
pertahanan negaranya. Sehingga, teknologi militer Jepang tentu akan sangat 
unggul dan bermanfaat bagi negara-negara mitra kerjasama. Dalam hal tersebut 
berlaku keadilan distributif, dimana keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara 
disebarkan ke negara-negara lain dan diimplementasikan dengan baik dan bijak 
oleh negara-negara tersebut. 
Kerjasama militer antara Jepang dan India memiliki kepentingan di masing-
masing pihak yang hendak dicapai. Jepang memiliki kepentingan terhadap India, 
begitu pula sebaliknya bagi India ada suatu hal yang ingin dicapai dalam 
kerjasamanya dengan Jepang dalam bidang militer. 
1. Kepentingan Nasional Jepang ke India 
Kekuatan militer suatu negara memiliki beberapa keuntungan. Dalam 
hal security, kekuatan militer melindungi dari ancaman eksternal maupun 
internal suatu negara serta mengurangi kemungkinan terhadap perang. 
Dalam bidang ekonomi, kekuatan militer berguna untuk melindungi 
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lingkungan, dalam hal ini sumber-sumber daya alam yang ditujukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal atitudinal, kekuatan 
militer memberi pengaruh modern terhadap cara bersikap dan disiplin, serta 
rasa nasionalisme. Dalam lingkup Broad social, kekuatan militer dapat 
mempertahankan peradaban atau kehancuran bangsa. Adapun dalam 




Begitu pula halnya dengan Jepang yang merevisi Undang-Undang 
Keamanan Nasional, khususnya pada pasal 9 terkait penolakan terhadap 
perang. Kekuatan militer bagi Jepang sangat berguna dalam lingkup 
internasional sebagai peacekeeping yang membawa prinsip-prinsip 
perdamaian dan membantu negara-negara yang sedang berkonflik. 
Sehingga, Jepang terus meningkatkan penggunaan kekuatan militer hingga 
pada kerjasama di bidang militer ke negara-negara mitra kerjasama, salah 
satunya adalah India. 
India merupakan salah satu negara dengan belanja militer terbesar di 
kawasan Asia Selatan. India merupakan negara dengan pengeluaran belanja 
militer terbesar dengan jumlah 8,137 miliar US Dollar di tahun 1993 dan 
meningkat 12,882 miliar US Dollar di tahun 2002.
83
 Angka tersebut 
menunjukkan peningkatan bagi jumlah pengeluaran India terhadap belanja 
militer setiap tahunnya. Alokasi anggaran pertahanan India untuktahun 
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Pada tahun 2014, Pemerintah India di bawah 
pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan kenaikan 
12%
85
dalam pengeluaran militer dalam anggaran tahunan sebagai bagian 
dari upaya untuk merombak angkatan bersenjatanya. 
Peningkatan anggaran yang dikeluarkan oleh India dalam bidang militer 
setiap tahun membuat Jepang mempertimbangkan India sebagai negara 
mitra kerjasama militer. Kepentingan nasional Jepang terlihat ketika Jepang 
memproduksi teknologi militernya berupa senjata angkatan darat, kapal uap, 
dan pesawat tempur, maka Jepang akan memastikan India akan mampu 
untuk membeli teknologi militer Jepang. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama militer antara Jepang dan 
India bersifat timbal balik atau saling menguntungkan. Produksi teknologi 
militer Jepang meningkat, sebanding dengan ekspor teknologi ke India yang 
juga meningkat. Sehingga, pendapatan nasional Jepang tentu akan semakin 
meningkat dalam kerjasama militer dengan India. 
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, dimana India menjadi salah satu 
negara di Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat 
setelah Tiongkok.  Pertumbuhan ekonomi India yang pesat menunjukkan 
bahwa cadangan devisa juga semakin banyak. Sehingga, anggaran yang 
dikeluarkan dalam hal belanja militer juga akan semakin bertambah. 
Sehingga, peningkatan perekonomian India juga mempengaruhi laju belanja 
militernya. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah belanja militer 
India hingga di tahun 2015-2016
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 menjadi 40,4 miliar US Dollar.  
Peningkatan belanja militer India tersebut yang membuat Jepang 
memiliki kepentingan untuk bekerja sama dalam bidang militer dengan 
India. Jepang memiliki kepentingan agar peralatan militer yang diproduksi 
akan mampu dibeli oleh India. Selain itu, pertumbuhan ekonomi India yang 
terus meningkat membuat Jepang memperhitungkan India sebagai negara 
mitra kerjasama militer untuk mengekspor peralatan militernya. 
Menurut perkiraan OECD, dalam kurun waktu 30 tahun jumlah 
penduduk tingkat menengah India akan mencapai 1 milyar jiwa, atau 90% 
dari jumlah penduduk India pada tahun 2039.
88
 India menjadi negara dengan 
penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok. Sehingga, India dapat 
mengukur kekuatan nasionalnya yang akan terus meningkat di mata 
internasional dari jumlah penduduknya yang banyak. 
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Jumlah penduduk merupakan faktor penarik bagi mitra kerjasama. 
Seperti halnya Jepang yang melihat India dengan jumlah penduduk yang 
banyak. Penduduk yang besar akan membuka potensi pasar yang besar pula. 
Ketika Jepang melakukan ekspor teknologi militer ke India, maka hal 
tersebutdigunakan untuk melindungi penduduk India yang berjumlah sangat 
banyak tersebut. Sehingga, Jepang memiliki kepentingan kerjasama militer 
ke India karena jumlah penduduk India sangat banyak dan menjadi pangsa 
pasar yang menguntungkan bagi Jepang. 
Kepentingan nasional Jepang dalam kerjasama militer ke India adalah  
perkembangan kekuatan militer di kawasan Asia Timur yang semakin besar. 
Dalam hal ini Tongkok dan Koea Utara, yang merupakan negara tetangga 
Jepang. Untuk itu, Jepang juga perlu meningkatkan teknologi militernya dan 
membangun aliansi kekuatan militer dengan India. 
Untuk menyeimbangi kekuatan dari perkembangan militer di 
kawasannya, Jepang bekerjasama dengan India dalam bidang militer. 
Sehingga, Jepang akan memiliki mitra kerjasama militer di kawasan Asia 
untuk mengimbangi kekuatan militer negara-negara di sekitarnya. Selain itu, 
kerjasama militer ke India menunjukkan bahwa Jepang berkepentingan agar 







2. Kepentingan Nasional India terhadap Jepang 
Hubungan kerjasama militer menginginkan adanya timbal balik 
keuntungan yang diperoleh masing-masing negara. Kerjasama militer yang 
ideal ketika kerjasama tersebut berjalan dengan dua arah, yaitu terdapat 
share  kepentingan dan kebutuhan masing-masing negara seperti dalam 
penyediaan peralatan militer. Sehingga, dalam kerjasama militer terdapat 
kepentingan nasional masing-masing negara dalam hal peningkatan kualitas 
militer. 
Begitu pula halnya dengan kerjasama militer Jepang ke India. Selain 
Jepang, India juga memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai dalam 
kerjasama militernya dengan Jepang. Pertama, kepentingan nasional India 
adalah meningkatkan kemampuan dan peralatan militer nasionalnya.  
Dalam Tokyo Declaration for India - Japan Special Strategic and 
Global Partnership pada tahun 2014 (lihat Lampiran), khususnya dalam 
pembahasan mengenai Kerjasama Politik, Pertahanan dan Keamanan pada 
poin 9 menjelaskan bahwa India menerima kebijakan transfer teknologi 
pertahanan Jepang ke negaranya. Sebagai kelanjutan dari penerapan transfer 
teknologi tersebut, kedua negara sepakat untuk mengembangkan US-2 
aicraft serta menempatkan konsultan resmi di masing-masing negara untuk 
membicarakan kerjasama militer kedua negara.  
Bentuk kerjasama militer Jepang ke India juga terlihat pada partisipasi 
Jepang dalam latihan militer India-US Malabar yang bertujuan untuk 
meningkatkan kekuatan dalam menghadapi tantangan maritim di kawasan 
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Asia Pasifik (lihat Lampiran). Kedua negara sama-sama menyetujui 
kebijakanmiliter dalam hal pengiriman pasukan latihan militer tersebut. 
Sehingga, kedua negara dapat berkolaborasi dalam latihan militer bersama, 
ekspor produk peralatan militer hingga kerjasama produksi teknologi militer 
kedua negara. 
Pada tahun 2012, India menempati urutan kedelapan dalam urutan angka 
belanja militer di dunia. India mengeluarkan anggaran belanja militer 
sebesar 46,1 miliar US Dollar. Posisi India dalam kemampuan untuk 
mengeluarkan anggaran devisa negara dalam hal belanja militer menempati 
urutan tiga dibawah posisi Jepang. Jepang menempati urutan di posisi 
kelima dengan jumlah belanja militer terbanyak di dunia sebesar 59,3 miliar 
US Dollar.
89
 Hal tersebut membuat India berkepentingan untuk lebih 
meningkatkan devisa negara untuk dianggarkan dalam belanja militer. 
Sehingga, India memiliki kepentingan nasional dalam kerjasama militer 
dengan Jepang. 
India memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemampuan belanja 
militernya. Salah satu caranya adalah dengan bekerjasama dengan negara 
yang memiliki teknologi militer yang canggih dan unggul, yaitu Jepang. 
Kerjasama militer dalam peningkatan teknologi militer membuat India dapat 
meningkatkan keahlian teknologi dan peralatan-peralatan militer. Sehingga, 
peralatan militer dan keahlian teknologi militer yang dimiliki oleh India 
dapat dikembangkan dan diekspor ke negara mitra maupun kerjasama 
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internasional. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. 
Meningkatnya cadangan devisa negara India melalui perdagangan, maka 
akan semakin besar pula jumlah dana yang dianggarkan ke dalam belanja 
militer. Jadi, melalui kerjasama militer dengan Jepang, India dapat 
meningkatkan devisa negara serta anggaran belanja militer di antara negara-
negara di dunia. 
Selain itu, kepentingan nasional India dalam menjalin kerjasama militer 
dengan Jepang adalah untuk membangun aliansi kekuatan militer untuk 
membendung Pakistan. Konflik antara India dan Pakistan sejak terpisahnya 
kedua teritori tersebut menimbulkan banyak sengketa wilayah di perbatasan 
kedua negara. Selain India, Pakistan juga merupakan negara kedua di 
kawasan Asia Selatan yang memiliki pengeluaran di bidang militer yang 
cukup besar setelah India. Sehingga untuk melindungi wilayah India dari 
ancaman kekuatan militer Pakistan, India menjadikan Jepang sebagai mitra 
kerjasama untuk meningkatkan kemampuan militer. 
Seperti halnya Jepang yang melihat ancaman negara-negara tetangganya 
dalam hal perkembangan militer, maka India juga membutuhkan kekuatan 
militer canggih seperti Jepang untuk menyeimbangi kekuatan militer 
negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Seperti dalam salah satu 
sumber
90
 yang menjelaskan bahwa keteganganantara Pakistan dan India 
jugatelahberkontribusiterhadap India yang menjadi importir senjataterbesar 
di duniapada 2013. 
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 Konflik yang masih terus berlangsung antara India dan Pakistan 
membuat India menjadi negara pengimpor senjata terbesar di dunia. Hal 
tersebut membuat India berkepentingan untuk bekerjasama dengan Jepang 
dalam bidang militer. India memerlukan peralatan militer untuk 
meningkatkan keamanan nasionalnya dari negara lain.  
Selain ancaman dengan Pakistan, India juga memperhitungkan 
Tiongkok sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Hal tersebut 
di dukung oleh pernyataan bahwa PemerintahIndia memutuskananggaran 
hampir senilai 3,5miliar US dollar untukmemperbaruimiliter dalam 
mengimbangi kekuatan Tiongkok.
91
 Sehingga, kerjasama militer India dan 
Jepang memiliki kepentingan nasional yang sama dalam hal menyeimbangi 
kekuatan militer yang dimiliki oleh Tiongkok sebagai salah satu kekuatan 
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B. Peluang dan Tantangan Kerjasama Militer Jepang dan India 
Ilmu Hubungan Internasional mengkaji tentang interaksi antar-negara. 
Interaksi yang terjadi antar-negara tersebut ada yang bersifat konflik dan ada yang 
bersifat kerjasama. Kedua hubungan interaksi tersebut melewati batas-batas suatu 
negara. Sehingga, untuk melakukan hubungan interaksi dengan negara lain perlu 
bagi suatu negara untuk melewati batas-batas teritori negara lain. 
Hubungan interaksi yang bersifat kerjasama merupakan kegiatan pertukaran 
barang maupun jasa yang melewati batas-batas suatu negara. Kegiatan pertukaran 
suatu negara dilakukan dengan satu negara lainnya ataupun dengan beberapa 
negara. Hubungan kerjasama satu negara dengan satu negara lainnya disebut 
sebagai hubungan bilateral sedangkan kegiatan kerjasama antara beberapa negara 
disebut sebagai kerjasama multilateral. Adapun pertukaran kerjasama antar-negara 
tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, 
pertahanan dan keamanan, hingga militer. 
Seperti halnya negara Jepang yang memerlukan interaksi dengan negara lain 
dalam mempertahankan dan mencapai kebutuhan dan kepentingan nasionalnya. 
sehingga, Jepang melakukan kerjasama dengan negara-negara di dunia untuk 
mencapai kerjasama tersebut. Berbagai macam kepentingan nasional yang ingin 
dicapai Jepang melalui kerjasama bilateral, multilateral, hingga kerjasama 
internasional. Pencapaian kepentingan nasional dalam hal meningkatkan 
perekonomian, pertukaran pelajar dan budaya, kunjungan diplomatik, hingga 
kerjasama di bidang militer. 
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Kerjasama militer Jepang ke India memiliki peluang dan tantangan.Peluang 
merupakan kesempatan yang diperoleh oleh kedua Negara dengan menjalin 
kerjasama militer.Adapun tantangan dalam kerjasama militer Jepang dan India 
merupakan hambatan yang ditemui selama melaksanakan kerjasama militer.Selain 
itu, tantangan kerjasama militer Jepang dan India dapat berupa tujuan kerjasama 
militer yang belum terealisasi, seperti pada pengadaan peralatan teknologi militer. 
1. Peluang Kerjasama militer Jepang-India 
a. Peningkatan kemampuan belanja militer India  
Dalam hal kerjasama Jepang dengan negara lain di bidang militer terdapat 
kepentingan yang ingin dicapai oleh Jepang. Kerjasama militer dengan India 
dalam hal transfer teknologi militer adalah salah satunya. Jepang ingin 
mencapai peningkatan produksi teknologi militer dan meningkatkan anggaran 
belanja militer yang diperoleh melalui kegiatan kerjasama militer dengan 
India. Hal tersebut dibuktikan dengan anggaran belanja militer Jepang yang 
meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 2,8% menjadi Rp. 537,64 
triliun. Adapun nilai ekspor Jepang ke India pada tahun 2016 71969.00 US 
Dollar.
92
Hal itu menunjukkan bahwa Jepang menganggarkan pendapatan 
negaranya di bidang pertahanan dan meningkatkan peralatan serta pasukan 
militer. 
Begitu pula halnya dengan India yang memiliki kepentingan yang ingin 
dicapai dalam kerjasama bilateralnya dengan Jepang. Data 
menunjukkanbahwa impor senjata oleh Negara-negara Asia telah meningkat 
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26% selama periode lima tahun (2011-2015).
93
 India merupakan salah satu 
Negara importitr senjata terbesar  di kawasan Asia, yaitu sebanyak 14% dari 
total impor persenjataan global, termasuk dari Jepang.Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kerjasama militer merupakan kerjasama yang melibatkan 
dua pihak untuk mencapai kepentingan dan saling memberi keuntungan timbal 
balik dalam bidang militer. Jadi, kerjasama militer antara Jepang dan India 
dalam hal transfer teknologi militer bersifat timbal balik yang dapat memberi 
keuntungan bagi kedua pihak dalam bidang kerjasama tersebut. 
Diagram 1. Pengeluaran Belanja Militer Negara-negara Asia 
 
Sumber: Chinese MoD Papers, China‟s National Defense, 2002, 2004, 2006,  
2008, 2010 melalui www.csis.org, diakses pada website 
(http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-
destabilisasi-keamanan-regional/), diakses pada 18 November 2016. 
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Diagram 1 menunjukkan jumlah pengeluaran belanja militer di Negara-
negara Asia. Khusunya pada Jepang dan India yang banyak mengeluarkan 
anggaran belanja untuk kepentingan militer. Diagram tersebut menunjukkan 
peningkatan belanja militer Jepang dan India yang hampir sama sejak tahun 
2008 hingga tahun 2011. Hal itu menunjukkan bahwa dengan adanya 
kerjasama militer antara Jepang dan India, maka akan meningkatkan 
kemampuan belanja militer India maupun Jepang.    
Kurang dari 1 persen dari produksi industri Jepang adalah militer dan 
hanya empat perusahaan Jepang di antara 100 produsen senjata milik 
Stockholm International Peace Research Institute. Perusahaan Jepang 
pemasok senjata yang  terbesar adalah Mitsubishi Heavy Industries, 
menghasilkan kurang dari sepersepuluh pendapatan dari penjualan militer.  
India telah menyatakan minatnya dalam pesawat amfibi berkapasitas 
besar, AS-2, dibangun untuk Angkatan Laut Jepang oleh Shinmaywa 
Industries, produsen lebih dikenal untuk truk dan jembatan penumpang 
pesawat yang digunakan di bandara. AS-2 bisa membantu patroli militer rantai 
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b. Tercipta aliansi Jepang-India 
Peluang kedua dalam kerjasama militer antara Jepang dan India adalah 
menciptakan aliansi antara dua kawasan di Asia.Aliansi yang terbentuk adalah 
antara Asia Timur yang diwakili oleh Jepang dengan Asia Selatan yang dalam 
hal ini diwakili oleh India.Hal tersebut merupakan peluang yang sangata besar 
bagi sebuah aliansi keamanan melalui kerjasama militer Jepang dan India. 
Seperti yang pada data yang diperoleh bahwa pemerintah Narendra Modi 
telah mengumumkan rencana untuk memperkuat pertahanan di garis 
perbatasan dengan Tiongkok pada khususnya dan memperkokoh kekuatan 
militer pada umumnya. Tidak hanya itu, New Dehli dan Tokyo juga 
memperkuat kerjasama pertahanan melalui latihan-latihan perang bersama 
Angkatan Laut. Pada skala yang lebih luas lagi, kapal perang India, Jepang 




Jepang dan India memilih menjadi mitra kerjasama di bidang keamanan 
dan pertahanan yang menunjukkan bahwa pemerintah Jepang maupun India 
dua negara sedang melakukan langkah-langkah untuk membangun 
persekutuan baru. Bagi Jepang, bersekutu dengan India akan memberikan 
kesempatan kepada Tokyo untuk memperkuat ekspor ke negara yang punya 
jumlah penduduk yang banyak seperti India, serta kerjasama keamanan untuk 
menghadapi resiko yang semakin meningkat akibat perkembangan kekuatan 
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militer Tiongkok. Bagi India, pembangunan persekutuan baru dengan Jepang 
akan membantu Narendra Modi merealisasikan komitmen yang dikeluarkan 
dalam kampanye pemilihannya yaitu merebut kembali kekuatan dan pengaruh 
New Dehli di lingkup internasional dan kawasan asia selatan. 
Aliansi keamanan yang tercipta melalui kerjasama militer antara Jepang 
dan India mulai diperhitungkan dalam kawasan Asia Pasifik.Tujuan utama 
untuk membentuk aliansi keamanan Jepang dan India selain meningkatkan 
kemampuan belanja militer mereka adalah untuk membendung kekuatan 
Tiongkok. Dimana Jepang dan India memiliki kepentingan yang sama untuk 
membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia.  
c. Transfer teknologi militer 
Kerjasama militer antara Jepang dan India memberi peluang bagi kedua  
Negara dalam hal transfer teknologi. Transfer teknologi merupakan 
pemindahalihan teknologi menuju implementasi terhadap teknologi yang 
hendak ditransfer.Kerjasama militer termasuk ke dalam kategori transfer 
teknologi, bentuknya adalah transfer teknologi militer. 
Seperti halnya pada kerjasama militer antara Jepang dan India. Peluang 
yang terdapat dalam kerjasama militer kedua Negara tersebut adalah 
terciptanya transfer teknologi militer Jepang ke India, begitupula sebaliknya 
dari India ke Jepang. 
 
Seperti pada bagan 1 dan bagan 2 yang menunjukkan kerjasama militer 
antara Jepang dan India.Salah satunya adalah latihan militer bersama antara 
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Jepang dan India.Latihan bersama yang dilakukan kedua Negara sejak tahun 
2007 di India untuk menghadapi tantangan di Samudera Hindia.Selain itu, 
kepentingan nasional kedua Negara dalam melakukan latihan bersama adalah 
menghadapi tantangan dari Tiongkok.Latihan militer gabungan antara Jepang 
dan India melibatkan Amerika Serikat dalam latihan militer trilateral. 
Berdasarkan hal tersebut, maka kerjasama militer antara Jepang dan India 
memberi peluang bagi terciptanya transfer teknologi militer.Kerjasama militer 
memberi peluang untuk pemidahalihan teknologi militer dari Jepang ke India 
maupun dari India ke Jepang.Seperti halnya latihan militer gabungan antara 
Jepang dan India.Sehingga, transfer teknologi militer memberi peluang bagi 
pemindahalihan teknologi militer bagi India dari Jepang, maupun bagi Jepang 
dari India. 
d. Perdagangan dan Investasi 
Peluang kerjasama militer antara Jepang dan India memberi peningkatan 
perdagangan dan investasi kedua Negara. Berdasarkan tabel 1, kerjasama 
militer yang dijalin oleh Jepang dan India memberi peluang bagi peningkatan 
kerjasama ekonomi perdagangan, khususnya dalam bentuk ekspor dan 
impor.Peningkatan perdagangan ekspor-impor Jepang dan India meningkat 
dari tahun 2011 hingga 2013.Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama 
militer antara Jepang dan India juga memberi peluang bagi peningkatan 




Selain peluang dalam bidang perdagangan, peluang terhadap bidang 
investasi juga memperlihatkaan hasil dari kerjasama militer antara Jepang dan 
India.Kedua negara mengatur investasi langsung Jepang ke India selama lima 
tahun. Jepang berinvestasi sebesar 3,5 trilyun Yen atau setara dengan $33,6 
miliar dalam sektor publik dan swasta. Adapun pembiayaan bantuan luar 
negeri ke India dalam lima tahun diberikan pada bidang infrastruktur dan 
energi. Sehingga, kerjasama militer Jepang dan India juga memberi peluang 
yang sama bagi peningkatan investasi kedua Negara dalam hal  infrastruktur 
dan energi. 
2. Tantangan kerjasama militer Jepang dan India 
a. Peralatan Militer belum terealisasi 
Salah satu  tantangan yang dihadapi dalam kerjasama militer Jepang dan 
India adalah pengadaan perlatan teknologi militer.Beberapa perjanjian 
kerjasama militer yang telah disepakati oleh Jepang dan India dalam hal 
pengadaan peralatan militer.Akan tetapi, bentuk nyata dari peralatan militer 
belum terealisasi di India. 
Peralatan teknologi militer hingga selesainya penelitian ini adalah masih 
dalam proses pembuatan. Serta kebijakan untuk memproduksi teknologi 
militer baik di Jepang maupun India yang belum memiliki wujud yang nyata 
hingga saat ini.Hal tersebut merupakan tantangan bagi kerjasama militer 




Tabel 2 menunjukkan kerjasama militer Jepang dan India dari tahun 2013 
hingga tahun 2015. Tabel 2 menunjukkan bahwa Jepang memegang 
perusahaan penghasil senjata yang akan dieskpor ke India. Tahun 2013, 
Jepang dan India sepakat dalam kerjasama di bidang nuklir dengan perusahaan 
yang berbasis di Jepang.Tahun selanjutnya, yaitu 2014 kedua Negara sepakat 
untuk melakukan pertukaran pertahanan yang tergolong dalam kerjasama 
militer. Dalam kerjasama militer pada tahun ini telah ada proses pembelian 
dan produksi alat-alat pertahanan dan militer.Akan tetapi, belum ada 
pengiriman secara bentuk nyata ke India. 
Table 2. Kesepakatan Kerjasama Jepang dan India Tahun 2013-2015 
No. Tahun Kesepakatan Perusahaan Keterangan 











Agreement between the 
Government of Japan and 
the Government of the 
Republic of India 
Concerning the Transfer of 
Defence Equipment and 
Technology 
 
Agreement between the 
Government of Japan and 
the Government of the 
Republic of India 
Concerning Security 
Measures for the 
Protection of Classified 
Military Information 
- Ekspor pesawat 
terbang amfibi US-
2 Jepang ke India 





Sumber: Diolah dari data sekunder 
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Hingga pada tahun 2015 diperoleh data kerjasama militer berupa 
pengadaan peralatan teknologi militer, namun peralatan teknologi militer 
hanya sebatas pada perjanjian dan belum ada data yang menunjukkan adanya 
pengiriman barang ke India.Pada tahun 2015 terdapat dua kesepakatan, yaitu 
kesepakatan transfer peralatan militer dan pertahanan kedua Negara dan 
kesepakatan memperkuat keamanan melalui kerjasama informasi militer. 
Peralatan teknologi militer yang nyata dari kerjasama militer Jepang dan 
India adalah US-2 Amphibious Aircraft.Dalam kesepakatan kerjasama militer, 
India sudah membeli US-2 Amphibious Aircraft dari Jepang. Akan tetapi, 
hingga saat ini bentuk nyata dari US-2 Amphibious Aircraft tersebut belum 
sampai ke India karena masih dalam proses penyelesaian.Sehingga, proyek 
peralatan canggih tersebut dialihkan ke beberapa bentuk kerjasama yang lain, 
seperti pengiriman pasukan militer Jepang ke India untuk latihan bersama. 
b. Jepang terkendala dalam pengembangan kekuatan ofensif 
Selain pengadaan peralatan militer yang belum terealisasi, tantangan 
dalam kerjasama militer Jepang dengan India selanjutnya adalah kendala 
Jepang dalam pengembangan kekuatan ofensif.Hal tersebut disebabkan oleh 
Pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang melarang adanya kekuatan yang dapat 
membawa Jepang turut serta dalam perang.Sehingga, kekuatan ofensif 
(menyerang) Jepang terkendala dalam pengembangannya. 
 
Dalam hal produksi peralatan militer, hal yang penting adalah hubungan 
antara pemerintah, militer dan pelaku industri pertahanan yang saling 
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bergantung satu sama lain. Dalam perkembangannya, Jepang mengalami 
banyak kendala, khususnya dalam hal pengembangan alutsista yang bersifat 
ofensif dalam artian yang dapat digunakan untuk melakukan agresi dan 




Sehingga, Jepang membutuhkan mitra kerjasama militer untuk 
mengembangkan kekuatan dan potensi militer yang dimilikinya. Jepang 
melihat perkembangan teknologi militer India sebagai salah satu yang 
terbesar di dunia dengan jumlah tentara mencapai angka 4 juta personil. 
Teknologi militer angkatan darat, laut dan udara India juga telah 
diperbaharui serta dapat melakukan aksi defensif maupun ofensif. Meskipun 
India sudah berkembang dalam hal militer, namun kerjasama militer tetap 
dilakukan oleh Jepang ke India sehingga berbagai bentuk kerjasama yang 
meliputi pertukaran informasi dan teknologi militer yang dimiliki oleh India 
dapat diserap oleh Jepang, begitu pula sebaliknya. 
Jepang memiliki kendala dalam hal pengembangan senjata militer yang 
digunakan dalam keperluan menyerang (offensive) maupun 
mempertahankan diri (defenssive). Hal tersebut disebabkan karena pasal 9 
Konstitusi Jepang belum resmi disetujui oleh Diet untuk menjadi peraturan 
yang mengikat seluruh masyarakat Jepang secara hukum. Sehingga, dengan 
kerjasama militer Jepang ke India akan membuat Jepang dapat mencapai 
kepentingannya untuk mengembangkan teknologi militernya. 
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Meskipun India dapat memenuhi pengembangan teknologi militer 
Jepang dalam hal pengembangan ofensif, namun kendala Jepang dalam 
memproduksi mengembangkan alutsista merupakan tantangan bagi 
kerjasama militer Jepang dengan India.Meskipun India dapat melengkapi 
pengembangan alutsista Jepang, namun hal tersebut tetap menjadi tantangan 
yang besar bagi Jepang dalam membentuk aliansi keamanan dengan 
India.Karena kerjasama militer Jepang dan India bersifat timbal balik dan 
saling menguntungkan. Ketika pengadaan peralatan militer belum terealisasi 
ke India, maka hal tersebut akan mempengaruhi pengembangan teknologi 


















1. Alasan Jepang melakukan kerjasama militer dengan India adalah karena 
penggunaan kekuatan militer Jepang dalam hal penanganan konflik bagi 
negara-negara lain tidak bertentangan dengan konstitusi Jepang dan 
terdapat kepentingan nasional Jepang maupun India. 
Kebijakan transfer teknologi Jepang sesuai dengan penerapan 
revisi Undang-Undang Keamanan Nasional Jepang. Meskipun revisi 
terhadap peraturan tentang penolakan terhadap perang belum disahkan 
secara resmi, namun perdana menteri Jepang telah mengeluarkan 
kebijakan transfer teknologi militer. Hal tersebut sesuai dengan 
kepentingan nasional Jepang terhadap situasi dan kondisi global yang 
tidak lagi sama sejak berakhirnya perang dunia kedua dan perang dingin. 
Selain itu, kepentingan nasional Jepang terhadap India melalui 
kerjasama militer adalah sebagai pangsa pasar dan kepentingan Jepang 
untuk membendug pengaruh Tiongkok. Adapun kepentingan nasional 
India terhadap Jepang adalah membutuhkan alinsi kekuatan militer untuk 
mengimbangi pengaruh Pakistan. 
2. Peluang kerjasama militer Jepang dengan India adalah terciptanya aliansi 
keamanan Jepang-India dalam menghadapi berbagai ancaman di wilayah 
regional maupun internasional, serta peningkatan kemampuan belanja 
militer baik Jepang maupun India. Selain itu, kerjasama militer antara 
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Jepang dan India memberi peluang bagi terciptanya transfer teknologi 
militer serta peningkatan perdagangan dan investasi kedua Negara. 
Adapun tantangan kerjasama militer Jepang dan India terletak pada 
kendala Jepang dalam mengembangkan peralatan militer yang bersifat 
ofensif serta pengadaan peralatan militer ke India yang belum terealisasi. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Jepang perlu meningkatkan daya saing kemampuan teknologi 
militer dalam kerjasama militer dengan India. Sehingga, peralatan militer 
Jepang dapat digunakan dalam aksi defensif maupun ofensif. 
2. Jepang perlu meningkatkan mitra kerjasama dalam bidang militer untuk 
membantu pertahanan nasional negaranya. Hal itu disebabkan oleh negara 
Jepang berbentuk kepulauan yang membutuhkan personil militer yang 
banyak untuk melindungi keamanan nasional Jepang. 
3. Kerjasama militer antara Jepang dan India militer tidak hanya membuat 
Jepang sebagai negara ekspor peralatan militer utama bagi India. Namun 
India juga perlu untuk meningkatkan kemampuan produksi dan ekspor 
teknologi militer ke Jepang sehingga tercipta alih pertukaran teknologi 
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THE CONSTITUTION OF JAPAN 
Promulgated on November 3, 1946 
Came into effect on May 3, 1947 
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the 
National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the 
fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty 
throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the 
horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign 
power resides with the people and do firmly establish this Constitution. 
Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from 
the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, 
and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle 
of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all 
constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith. 
We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the 
high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve 
our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving 
peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international 
society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and 
slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that 
all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. 
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political 
morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all 
nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign 
relationship with other nations. 
We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high 
idealsand purposes with all our resources. 
CHAPTER I 
THE EMPEROR 
Article 1. The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the 




Article 2. The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance 
with the Imperial House Law passed by the Diet. 
Article 3. The advice and approval of the Cabinet shall be required for all acts of 
the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor. 
Article 4. The Emperor shall perform only such acts in matters of state as are 
provided for in this Constitution and he shall not have powers related to 
government. 
The Emperor may delegate the performance of his acts in matters of state as may 
be provided by law. 
Article 5. When, in accordance with the Imperial House Law, a Regency is 
established, the Regent shall perform his acts in matters of state in the Emperor's 
name. In this case, paragraph one of the preceding article will be applicable. 
Article 6. The Emperor shall appoint the Prime Minister as designated by the 
Diet. 
The Emperor shall appoint the Chief Judge of the Supreme Court as designated by 
the Cabinet. 
Article 7. The Emperor, with the advice and approval of the Cabinet, shall 
perform the following acts in matters of state on behalf of the people: 
Promulgation of amendments of the constitution, laws, cabinet orders and treaties. 
Convocation of the Diet. 
Dissolution of the House of Representatives. 
Proclamation of general election of members of the Diet. 
Attestation of the appointment and dismissal of Ministers of State and other 
officials as provided for by law, and of full powers and credentials of 
Ambassadors and Ministers. 
Attestation of general and special amnesty, commutation of punishment, reprieve, 
and restoration of rights. 
Awarding of honors. 
Attestation of instruments of ratification and other diplomatic documents as 
provided for by law. 
Receiving foreign ambassadors and ministers. 
Performance of ceremonial functions. 
Article 8. No property can be given to, or received by, the Imperial House, nor 






RENUNCIATION OF WAR 
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, 
the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and 
the threat or use of force as means of settling international disputes. 
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air 
forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of 
belligerency of the state will not be recognized.  
CHAPTER III 
RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE 
Article 10. The conditions necessary for being a Japanese national shall be 
determined by law. 
Article 11. The people shall not be prevented from enjoying any of the 
fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the 
people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future 
generations as eternal and inviolate rights. 
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution 
shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from 
any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for 
utilizing them for the public welfare. 
Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, 
liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere 
with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other 
governmental affairs. 
Article 14. All of the people are equal under the law and there shall be no 
discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, 
sex, social status or family origin.Peers and peerage shall not be recognized.  
No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, 
nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now 
holds or hereafter may receive it. 
 
Article 15. The people have the inalienable right to choose their public officials 
and to dismiss them.  




Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public 
officials.  
In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. A voter shall not be 
answerable, publicly or privately, for the choice he has made. 
Article 16. Every person shall have the right of peaceful petition for the redress of 
damage, for the removal of public officials, for the enactment, repeal or 
amendment of laws, ordinances or regulations and for other matters; nor shall any 
person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition. 
Article 17. Every person may sue for redress as provided by law from the State or 
a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public 
official. 
Article 18. No person shall be held in bondage of any kind. Involuntary servitude, 
except as punishment for crime, is prohibited. 
Article 19. Freedom of thought and conscience shall not be violated. 
Article 20. Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization 
shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority. 
No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or 
practice. 
The State and its organs shall refrain from religious education or any other 
religious activity. 
Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all 
other forms of expression are guaranteed. 
No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of 
communication be violated. 
Article 22. Every person shall have freedom to choose and change his residence 
and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public 
welfare. 
Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of 
their nationality shall be inviolate. 
Article 23. Academic freedom is guaranteed. 
Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and 
it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband 
and wife as a basis.With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, 
choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the 
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family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the 
essential equality of the sexes. 
Article 25. All people shall have the right to maintain the minimum standards of 
wholesome and cultured living.In all spheres of life, the State shall use its 
endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of 
public health. 
Article 26. All people shall have the right to receive an equal education 
correspondent to their ability, as provided by law.All people shall be obligated to 
have all boys and girls under their protection receive ordinary education as 
provided for by law. Such compulsory education shall be free. 
Article 27. All people shall have the right and the obligation to work. 
Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by 
law. 
Children shall not be exploited. 
Article 28. The right of workers to organize and to bargain and act collectively is 
guaranteed. 
Article 29. The right to own or to hold property is inviolable. 
Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare. 
Private property may be taken for public use upon just compensation therefor. 
Article 30. The people shall be liable to taxation as provided by law. 
Article 31. No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other 
criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law. 
Article 32. No person shall be denied the right of access to the courts. 
Article 33. No person shall be apprehended except upon warrant issued by a 
competent judicial officer which specifies the offense with which the person is 
charged, unless he is apprehended, the offense being committed. 
Article 34. No person shall be arrested or detained without being at once 
informed of the charges against him or without the immediate privilege of 
counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of 
any person such cause must be immediately shown in open court in his presence 
and the presence of his counsel. 
Article 35. The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects 
against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant 
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issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and 
things to be seized, or except as provided by Article 33.Each search or seizure 
shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer. 
Article 36. The infliction of torture by any public officer and cruel punishments 
are absolutely forbidden. 
Article 37. In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and 
public trial by an impartial tribunal.He shall be permitted full opportunity to 
examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for 
obtaining witnesses on his behalf at public expense. 
At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, 
if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his 
use by the State. 
Article 38. No person shall be compelled to testify against himself. 
Confession made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or 
detention shall not be admitted in evidence. 
No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against 
him is his own confession. 
Article 39. No person shall be held criminally liable for an act which was lawful 
at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be 
placed in double jeopardy. 
Article 40. Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or 
detained, may sue the State for redress as provided by law. 
CHAPTER IV 
THE DIET 
Article 41. The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the 
sole. law-making organ of the State. 
Article 42. The Diet shall consist of two Houses, namely the House of 
Representatives and the House of Councillors. 
Article 43. Both Houses shall consist of elected members, representative of all the 
people. 
The number of the members of each House shall be fixed by law. 
Article 44. The qualifications of members of both Houses and their electors shall 
be fixed by law. However, there shall be no discrimination because of race, creed, 
sex, social status, family origin, education, property or income. 
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Article 45. The term of office of members of the House of Representatives shall 
be four years. However, the term shall be terminated before the full term is up in 
case the House of Representatives is dissolved. 
Article 46. The term of office of members of the House of Councillors shall be 
six years, and election for half the members shall take place every three years. 
Article 47. Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to 
the method of election of members of both Houses shall be fixed by law. 
Article 48. No person shall be permitted to be a member of both Houses 
simultaneously. 
Article 49. Members of both Houses shall receive appropriate annual payment 
from the national treasury in accordance with law. 
Article 50. Except in cases provided by law, members of both Houses shall be 
exempt from apprehension while the Diet is in session, and any members 
apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of 
the session upon demand of the House. 
Article 51. Members of both Houses shall not be held liable outside the House for 
speeches, debates or votes cast inside the House. 
Article 52. An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year. 
Article 53. The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the 
Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the 
demand, the Cabinet must determine on such convocation. 
Article 54. When the House of Representatives is dissolved, there must be a 
general election of members of the House of Representatives within forty (40) 
days from the date of dissolution, and the Diet must be convoked within thirty 
(30) days from the date of the election. 
When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is 
closed at the same time. However, the Cabinet may in time of national emergency 
convoke the House of Councillors in emergency session. 
Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding 
paragraph shall be provisional and shall become null and void unless agreed to by 
the House of Representatives within a period of ten (10) days after the opening of 
the next session of the Diet. 
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Article 55. Each House shall judge disputes related to qualifications of its 
members. However, in order to deny a seat to any member, it is necessary to pass 
a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present. 
Article 56. Business cannot be transacted in either House unless one-third or 
more of total membership is present. 
All matters shall be decided, in each House, by a majority of those present, except 
as elsewhere provided in the Constitution, and in case of a tie, the presiding 
officer shall decide the issue. 
Article 57. Deliberation in each House shall be public. However, a secret meeting 
may be held where a majority of two-thirds or more of those members present 
passes a resolution therefor. 
Each House shall keep a record of proceedings. This record shall be published and 
given general circulation, excepting such parts of proceedings of secret session as 
may be deemed to require secrecy. 
Upon demand of one-fifth or more of the members present, votes of the members 
on any matter shall be recorded in the minutes. 
Article 58. Each House shall select its own president and other officials. 
Each House shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and 
internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. However, in 
order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members 
present must pass a resolution thereon. 
Article 59. A bill becomes a law on passage by both Houses, except as otherwise 
provided by the Constitution. 
A bill which is passed by the House of Representatives, and upon which the 
House of Councillors makes a decision different from that of the House of 
Representatives, becomes a law when passed a second time by the House of 
Representatives by a majority of two-thirds or more of the members present. 
The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of 
Representatives from calling for the meeting of a joint committee of both Houses, 
provided for by law. 
Failure by the House of Councillors to take final action within sixty (60) days 
after receipt of a bill passed by the House of Representatives, time in recess 
excepted, may be determined by the House of Representatives to constitute a 
rejection of the said bill by the House of Councillors. 
Article 60. The budget must first be submitted to the House of Representatives.  
Upon consideration of the budget, when the House of Councillors makes a 
decision different from that of the House of Representatives, and when no 
agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, 
provided for by law, or in the case of failure by the House of Councillors to take 
final action within thirty (30) days, the period of recess excluded, after the receipt 
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of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House 
of Representatives shall be the decision of the Diet. 
Article 61. The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet 
approval required for the conclusion of treaties. 
Article 62. Each House may conduct investigations in relation to government, and 
may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of 
records. 
Article 63. The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, 
appear in either House for the purpose of speaking on bills, regardless of whether 
they are members of the House or not. They must appear when their presence is 
required in order to give answers or explanations. 
Article 64. The Diet shall set up an impeachment court from among the members 
of both Houses for the purpose of trying those judges against whom removal 
proceedings have been instituted. 
















Joint Statement on India and Japan Vision 2025: Special Strategic and 
Global Partnership Working Together for Peace and Prosperity of the Indo-
Pacific Region and the World (December 12, 2015) 
December 12, 2015 
1. H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, is paying an official visit to India at the 
invitation of H.E. Mr. NarendraModi, Prime Minister of the Republic of Indiafrom 11 to 13 
December. 
2. Expressing satisfaction at the direction of bilateral engagement, the two Prime Ministers 
resolved to transform the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, a key 
relationship with the largest potential for growth, into a deep, broad-based and action-
orientedpartnership, which reflects a broad convergence of their long-term political, 
economic and strategic goals.  
 
Vision for a Deep, Broad-based and Action-oriented Partnership 
3. The peoples of India and Japan are guided by common cultural traditions including 
theheritage of Buddhism, and share commitment to the ideals of democracy, tolerance, 
pluralism and open society. India and Japan, two of the largest and oldest democracies in 
Asia having a high degree of congruence of political, economic and strategic interests, view 
each other as partners that have responsibility for and are capable of responding to global and 
regional challenges. 
4. The two Prime Ministers reiterated their unwavering commitment to realise a peaceful, open, 
equitable, stable and rule-based order in the Indo-Pacific region and beyond. India and Japan 
uphold the principles of sovereignty and territorial integrity; peaceful settlement of disputes; 
democracy, human rights and the rule of law; open global trade regime; and freedom of 
navigation and overflight. They pledged to work for peace, security and development of the 
Indo-Pacific region toward 2025 underpinned by these principles. 
5. The two Prime Ministers underlined the need for closer coordination and effective 
communication, bilaterally and with partners, to address existing and emerging challenges in 
spheres of security, stability and sustainable development. They underlined their 
determination to expand cooperation with other partners, to enhance connectivity in the Indo-
Pacific region. India and Japan will work to strengthen regional economic and security 
forums and coordinate their actions to tackle global challenges including the reform of the 
United Nations, climate change as well as terrorism. 
6. The two Prime Ministers view that imperatives of a stronger bilateral strategic partnership 
require deep and broad-based cooperation and concrete actions in defence, security, 
economicand cultural fields. Our future-oriented partnership raises our collaboration to a new 
level in areas of infrastructure, manufacturing and high technology, including advanced 
transportation systems, civil nuclear energy, solar power generation, space, biotechnology, 
rare earths and advanced materials. 
7. Recognising the importance of people to people exchanges and cultural ties, the two Prime 
Ministers resolved to boost opportunities for study, tourism, youth exchanges and 
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educational collaboration to deepen broad-based and diversified engagement between the 
two peoples. 
8. With the view to realise the objectives of India and Japan Vision 2025, the two leaders 
decided to develop a comprehensive and concrete medium and long-term action plan. 
9. The two Prime Ministers welcomed the conclusion of the Agreement concerning the Transfer 
of the Defence Equipment and Technology and the Agreement concerning Security 
Measures forthe Protection of Classified Military Information, which further strengthens the 
foundation of deep strategic ties. Taking note of the Agreements, they reaffirmed their 
commitment to continue discussions to deepen the bilateral defence relationship including 
through two-way collaboration and technology cooperation, co-development and co-
production. The two Prime Ministers expressed their intention to explore potential future 
projects on defence equipment and technology cooperation such as US-2 amphibian aircraft. 
10. The two Prime Ministers welcomed Japan‟s participation in the India-US Malabar Exercises 
on a regular basis, as it would help create stronger capabilities to deal with maritime 
challenges in the Indo-Pacific region, including through enhanced disaster response and 
mitigation capacity. They reaffirmed their desire to further develop dialogue and exchanges 
between the two countries in the security and defence fields, including through the full 
utilisation of „2+2 Dialogue‟, Defence Policy Dialogue, Military-to-Military Talks and Coast 
Guard to Coast Guard cooperation. The two Prime Ministers appreciated the decision to 
begin Air Force-to-Air Force staff Talks. 
11. Highlighting the need to leverage their excellent bilateral relations to promote trilateral 
dialogues and cooperation with major partners in the region, the two Prime Ministers 
welcomedthe holding of the Japan-India-U.S. Trilateral dialogue among the Foreign 
Ministers of the three countries in New York in September 2015. They noted with 
satisfaction the efforts of the three countries to seek closer cooperation in such areas as 
humanitarian assistance and disaster relief, regional connectivity as well as maritime 
security. The two Prime Ministers expressed satisfaction on the inaugural Japan-India-
Australia Trilateral dialogue. They were of the view that these dialogue mechanisms could 
contribute to regional efforts to evolve an open, inclusive, stable and transparent economic, 
political and security architecture in the Indo-Pacific region. 
12. Seeking the synergy between India‟s "Act East” policy and Japan‟s "Partnership for Quality 
Infrastructure”, the two Prime Ministers decided to develop and strengthen reliable, 
sustainable and resilient infrastructures that augment connectivity within India and between 
India and other countries in the region. The two Prime Ministers pledged to advance 
industrial networks and regional value chains with open, fair and transparent business 
environment in the region. Theyrecognised the importance of enhancing their cooperation 
and coordination bilaterally and with other stakeholders to realise this strategic initiative. 
13. The two Prime Ministers welcomed the agreement reached between the two Governments on 
the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of 
India for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy, and confirmed that this 
Agreement will be signed after the technical details are finalised, including those related to 




Investing in the Future 
14. The two Prime Ministers noted that India‟s railways modernisation and expansion plans open 
up commercial opportunities for Japanese companies in high speed rail, station re-
development and rolling stock manufacturing. They welcomed the signing of memoranda on 
technological cooperation, and R&D collaboration in the railways sector. 
15. The two Prime Ministers welcomed the signing of the Memorandum of Cooperation on 
introduction of Japan‟s High Speed Railways (HSR) technologies (the Shinkansen system) to 
Mumbai-Ahmedabad route. Prime Minister Modi appreciated Japan‟s consideration of 
providing highly concessional yen loan for the HSR on Mumbai-Ahmedabad route. Both 
sides will explore further strengthening of their partnership in high speed railways, which is a 
high technology area having potential to transform India‟s transportation sector. 
16. The two Prime Ministers stressed the need for further actions for investing in the future. 
Prime Minister Abe commended Prime Minister Modi‟s strong initiatives such as "Make in 
India,” "Digital India,” "Skill India,” "Clean India” and "Smart City”. Prime Minister Abe 
also expressed his intention to support India‟s efforts by sharing its advanced skills and 
technologies and through active mobilisation of Japanese public and private sector 
involvement, including Official Development Assistance (ODA). 
17. The two Prime Ministers welcomed the steady progress to realise 3.5 trillion yen of public 
and private financing to India in five years under the "Japan-India Investment Promotion 
Partnership” announced during the last annual summit meeting. 
18. They also welcomed the progress in the flagship projects such as the Western Dedicated 
Freight Corridor (DFC), and reaffirmed the determination to expedite the Delhi-Mumbai 
Industrial Corridor (DMIC) projects. The two Prime Ministers further concurred to take the 
Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) project to the next stage of concrete 
implementation including by utilising ODA loan schemes and other facility measures. Indian 
side expressed a hope to attract US $ 5.5 billion of investment and other support. 
19. In this context, Prime Minister Modi welcomed the "Japan-India Make-in-India Special 
Finance Facility” up to 1.5 trillion Yen by Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) 
and Japan Bank for International Cooperation (JBIC), which aims to promote direct 
investment of Japanese companies and trade from Japan to India, to support their business 
activities with counterparts in India, including development of necessary infrastructure, and 
to help materialise Make-in-India policy of the Government of India. Prime Minister Abe 
expressed his expectation on further enhancement of reform measures including in the 
financial sector. The two Prime Ministers decided to deepen mutual cooperation regarding 
the Make-in-India policy. 
20. The two Prime Ministers recognised the invaluable role played by Japan‟s ODA in 
broadening, deepening and strengthening bilateral relations. Appreciating that India is one of 
the largest recipients of Japan‟s ODA, Prime Minister Modi thanked the people of Japan for 
their contribution to the building of social and physical infrastructure in India that is key to 
the country‟s development and modernisation. The two sides expressed their expectation that 
the total commitment of Japanese ODA yen loan to India in FY 2015 may reach around 400 
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billion yen, the highest ever provided to India, and concurred to accelerate their respective 
efforts with a view to achieving this goal. 
o Prime Minister Modi welcomed the Japanese ODA loans of about 100 billion yen for the 
metro projects both in Chennai and Ahmedabad. 
o Prime Minister Abe expressed Japan‟s intention to provide ODA loans for the improvement 
of road network connectivity in northeastern states of India, the peripheral ring road 
surrounding Bengaluru, and the horticulture irrigation in Jharkhand. 
o Prime Minister Modi welcomed ongoing surveys regarding Mumbai Trans Harbour Link and 
the modernisation of ship recycling yards in Gujarat, and an expected survey for Tuticorin 
Outer Harbour. 
The two Prime Ministers also confirmed the importance of securing appropriate 
implementation of ODA projects. 
21. Prime Minister Modi briefed Prime Minister Abe on his agenda of reforms to make India 
the investment destination with the most business-friendly environment, for which Prime 
Minister Abe expressed his appreciation. Prime Minister Modi reaffirmed his determination 
to improve the business environment in India. 
22. The two Prime Ministers reaffirmed the intention to develop "Japan Industrial Townships 
(JITs),” with investment incentive for companies that would not be lower than under the 
prevailing policy framework such as Special Economic Zone (SEZ), and National Investment 
and Manufacturing Zone (NIMZ). Moreover, both sides will work toward evolving special 
packages for attracting Japanese investment in the Japanese Industrial Townships in India. 
The two Prime Ministers reaffirmed to further deepen bilateral economic and financial 
cooperation. 
23. The two Prime Ministers positively appraised the work of "Japan Plus” and expressed strong 
hope that investment-related assistance, guidance and support extended by Japan Plus will 
become even more effective and efficient through enhancing coordination with stakeholders. 
Prime Minister Abe appreciated creation of "Core Group” chaired by Cabinet Secretary to 
coordinate and closely monitor the process to ensure that investments from Japan as 
envisaged in India-Japan Investment Promotion Partnership are facilitated. 
24. The two Prime Ministers stressed the importance of expansion in the two-way investment 
between Japan and India. The Japanese side expressed the intention of establishing a new 
mechanism, "Japan-India IoT Investment Initiative,” to promote investment in Internet of 
Things (IoT) related area from India to Japan. 
25. The two Prime Ministers recognised the importance of close collaboration in the electricity 
and energy sector through such measures as use of high-efficiency and environmentally 
friendly coal-fired power generation technology, and Clean Coal Technology (CCT) 
including Integrated Gasification Fuel Cell (IGFC) once developed, and renewable energy 
and promotion of energy efficiency. Prime Minister Abe lauded India‟s effort to enhance 
contribution of renewables to its overall energy mix. 
26. India and Japan, as two countries seeking to transform into knowledge-based societies, 
expressed satisfaction to the continuous strengthening of their institutionalised Science and 
Technology cooperation, of which 2015 marks the 30th anniversary year. They shared their 
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intention to raise the level of their ambition through the establishment of joint research 
laboratories; enhanced exchanges between young scientists and those under "Japan-Asia 
Youth Exchange Program in Science”; the establishment of joint research centres in India in 
the field of ICT; stem cell research collaboration; and the joint fellowship Programme for 
young researchers. 
27. The Indian side appreciated Japan‟s support to Skill India Initiative through training at 
Industrial Training Institutions (ITIs), skills development for managers, curriculum 
development and the Skills Evaluation System Promotion Program. Both countries will 
further advance their cooperation by providing Indian trainees with opportunities to acquire 
industrial skills in Japan including under the Technical Intern Training Program. 
28. Acknowledging the importance of cooperation in the education sector, they welcomed the 
institutionalised exchange of doctoral and post-doctoral research fellows, and encouraged 
movement of professors and faculty between India and Japan. The two Prime Ministers 
invited their universities and academic institutions to further expand cooperation. Prime 
Minister Abe expressed that in the next five years, 10,000 young Indian talents will be 
visiting Japan under such frameworks as students exchange, IT training and short term 
exchanges, and hoped that it will provide solid bonds for our future relations. 
29. Recognising the importance of facilitating exchanges between people of the two countries, 
both leaders stressed the importance of further simplifying their visa procedures for nationals 
of each other. 
30. The two leaders welcomed the priorities for action in the Sendai framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030, and noted the importance of measures to mitigate the risk of disaster 
arising from earthquake, cyclone and tsunami, including flood control and early warning 
systems. They recognized the need to advance bilateral cooperation and collaboration in 
disaster risk reduction. Prime Minister Modi appreciated Japan‟s assistance to land slide 
prevention in the area of highway development. 
31. The two Prime Ministers appreciated the growing cooperation in the field of women 
empowerment and healthcare. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on his 
efforts to create a "society where all women shine,” including by hosting "WAW!”. Prime 
Minister Modi expressed that the target regarding quantitative share of generic medicines in 
Japan would be an excellent opportunity for collaboration between Indian and Japanese 
pharmaceutical companies. 
32. The two Prime Ministers welcomed enhanced partnership between Indian States and cities 
with Japanese prefectures and cities as these help bilateral relations grow deeper roots. 
Theyexpressed satisfaction at the strengthened ties between the City of Kyoto and Varanasi, 
two ancient and historic cities integral to their respective cultural heritage. Prime Minister 
Modiexpressed his expectation that the two sides will explore to develop a convention centre 
in Varanasi. 
33. Sharing the view that the future of Asia needs to build on the positive influence of traditions 
of non-violence and democracy in Asia, the two Prime Ministers welcomed the Samvad 
conference held in India in September and looked forward to Japan hosting the next 




Vision for Peace and Stability 
34. Recognising that peace, stability and development in the Indo-Pacific region is indispensable 
to their national security and prosperity, they reaffirmed that close cooperation between 
Japan and India is the key to achieving peace and stability in the region. They welcomed the 
progress instrengthening the East Asia Summit to enhance dialogue on political and security 
issues, and reaffirmed their commitment to continue to work with all partners, especially 
with ASEAN which is at the core of EAS, to make EAS the premier leaders-led forum to 
discuss regional peace and security agenda. 
35. Expressing their commitment to the principles of sovereign equality of all states as well as 
respect for their territorial integrity, they affirmed closer cooperation in safeguarding the 
global commons in maritime, space and cyber domains. They underscored the importance of 
international law including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
and peaceful resolution of disputes without use or threat of use of force; freedom of 
navigation and overflight and unimpeded lawful commerce in international waters. 
36. In view of critical importance of the sea lanes of communications in the South China Sea for 
regional energy security and trade and commerce which underpins continued peace and 
prosperity of the Indo-Pacific, the two Prime Ministers noting the developments in the South 
China Sea called upon all States to avoid unilateral actions that could lead to tensions in the 
region. They were of the view that full and effective implementation of the 2002 Declaration 
on the Conduct of Parties in the South China Sea and early conclusion of the negotiations to 
establish a Code of Conduct in the South China Sea by consensus will contribute to peace 
and stability of the region. They decided to hold regular close consultations on the issues 
related to maritime safety and security of sea lanes of communication. 
37. Sharing their concerns about the growing threat and universal reach of extremism, the two 
Prime Ministers reiterated their strong condemnation of terrorism in all its forms and 
manifestations with „zero tolerance‟ and reaffirmed their deep concern over the continued 
threat posed by terrorists and terrorist groups. They called upon all countries to implement 
the United Nations Security Council Resolution 1267 and other relevant resolutions 
designating terrorist entities. They also called for eliminating terrorist safe havens and 
infrastructure, in disrupting terrorist networks and financing channels, and stopping cross-
border movement of terrorists. They underlined the need for all countries to effectively deal 
with trans-national terrorism emanating from their territory. They emphasised that the 
evolving character of terrorism called for stronger international partnership in combating 
terrorism, including through increased sharing of information and intelligence. They affirmed 
the importance of bringing the perpetrators of terrorist attacks including those of November 
2008 terrorist attack in Mumbai to justice. 
38. The two Prime Ministers expressed concern over North Korea‟s continued development of 
its nuclear weapons and ballistic missile programmes, including its uranium enrichment 
activities. They urged North Korea to fully comply with its international obligations, 
including under relevant United Nations Security Council resolutions and to take actions 
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towards thedenuclearisation of the Korean Peninsula. They also urged North Korea to 
address at the earliest the abductions issue. 
39. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on Japan‟s efforts, including the "Proactive 
Contribution to Peace” based on the principle of international cooperation and the 
"Legislation for Peace and Security,” to contribute even more to peace, stability and 
prosperity of the region and the international community. Prime Minister Modi welcomed 
and supported Japan‟s efforts anddesire to enhance its contribution to global peace, stability 
and prosperity. 
40. The two Prime Ministers reaffirmed their intention to work together for the early realisation 
of U.N. reforms, particularly the Security Council reform, to better reflect the realities of the 
international community in the 21st century. They welcomed the recent developments in the 
Inter-Governmental Negotiation (IGN) process, towards the launch of text-based 
negotiations, and reaffirmed their determination to redouble their efforts towards achieving 
concrete outcomes during the 70th Session of the U.N. General Assembly. The two Prime 
Ministers reiterated their support for each other's candidature, based on the firmly shared 
recognition that India and Japan are legitimate candidates for permanent membership in an 
expanded Security Council. 
41. Recognising India as the largest democracy and a fast growing large economy in the Asia-
Pacific region, the Japanese side conveyed its support to India‟s membership of the APEC as 
a positive contribution to the economic integration in the region. 
42. The two Prime Ministers, on the occasion of the 70th year since the atomic bombings of 
Hiroshima and Nagasaki, reaffirmed their shared commitment to the total elimination of 
nuclear weapons. They called for an immediate commencement and early conclusion of 
negotiations on a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively 
verifiable Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) on the basis of Shannon Mandate. In this 
context, Prime Minister Abe stressed the importance of early entry into force of the 
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) which should lead to nuclear disarmament. 
They also supported the strengthening of international cooperation to address the challenges 
of nuclear proliferation and nuclear terrorism. 
43. The two Prime Ministers recognised the importance of effective national export control 
systems. Japan welcomed India‟s intensified engagement with export control regimes．The 
two Prime Ministers affirmed their commitment to work together for India to become a full 
member in the four international export control regimes: Nuclear Suppliers Group, Missile 
Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement and Australia Group, with the aim of 
strengthening the international non-proliferation efforts. 
Conclusion: 
44. H.E. MrShinzo Abe, the Prime Minister of Japan thanked the Government and the people of 
India for their warm hospitality and extended a cordial invitation to H.E. 
MrNarendraModi,Prime Minister of the Republic of India to visit Japan at a mutually 
convenient time for the next annual summit meeting. Prime Minister Modi accepted the 




Tokyo Declaration for India - Japan Special Strategic and Global 
Partnership 
September 01, 2014 
  
1. Meeting in Tokyo on 1 September 2014, Prime Minister NarendraModi and Prime Minister 
Shinzo Abe pledged to realize the full potential of India - Japan Strategic and Global 
Partnership for continuing progress and prosperity for their people and for advancing peace, 
stability and prosperity in Asia and the world. Elevating the relationship to a Special 
Strategic and Global Partnership, they called their meeting the dawn of a new era in India - 
Japan relations. 
2. Prime Minister Abe expressed his deep appreciation for Prime Minister Modi's choice of 
Japan as his first destination for a bilateral visit outside India's immediate neighbourhood. 
Prime Minister Modi described this decision as a reflection of Japan's importance in India's 
foreign policy and economic development and her place at the heart of India's Look East 
Policy. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Abe for his deep personal commitment 
to strengthening India - Japan strategic partnership, the extraordinary warmth of his 
hospitality, and the bold vision that characterized their discussions in Tokyo today. 
3. The two Prime Ministers noted that India and Japan are Asia's two largest and oldest 
democracies, with ancient cultural links and enduring goodwill between their people. The 
two countries are joined together by convergent global interests, critical maritime inter-
connection and growing international responsibilities. They share an abiding commitment to 
peace and stability, international rule of law and open global trade regime. Their economies 
have vast complementarities that create boundless opportunities for mutually beneficial 
economic partnership. 
4. The two Prime Ministers observed that the relationship between the two countries draw 
strength and vitality from the exceptional consensus on the importance and potential of this 
relationship across the political spectrum, the business community and people in all walks of 
life in the two countries. 
5. The two Prime Ministers welcomed the progress of individual cooperation programmes and 
projects enumerated in the Factsheet and directed the respective relevant authorities to 
further advance cooperation in a mutually satisfactory manner. 
 
Political, Defence and Security Partnership 
6. The two Prime Ministers decided to continue the practice of annual summits and to meet as 
often as possible on the margins of regional and multilateral meetings. 
7. Recognizing the special quality of bilateral engagement between India and Japan imparted by 
multi-sectoral ministerial and Cabinet-level dialogues, in particular, those between their 
Foreign Ministers, Defence Ministers and Ministers dealing with finance, economy, trade 
and energy, the two Prime Ministers decided to intensify and invigorate such exchanges. In 
this regard, they welcomed that the next rounds of Foreign Ministers Strategic Dialogue and 
Defence Ministers dialogue would be held in 2014. They attached importance to the dialogue 
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between their National Security Advisors, launched earlier this year soon after the creation of 
the National Security Secretariat in Japan, as a key instrument of building deeper mutual 
understanding and cooperation across the full range of security issues. They underlined the 
importance of the 2 plus 2 dialogue, involving Foreign and Defence Secretaries, for their 
growing strategic partnership, and decided to seek ways to intensify this dialogue. 
8. The two Prime Ministers reaffirmed the importance of defence relations between India and 
Japan in their strategic partnership and decided to upgrade and strengthen them. They 
welcomed the signing of the Memorandum of Cooperation and Exchanges in the Field of 
Defence during the visit. In this context, they attached importance to the regularization of 
bilateral maritime exercises as well as to Japan‟s continued participation in India - US 
Malabar series of exercises. They also welcomed the existing dialogue mechanism and joint 
exercises between Indian and Japanese Coast Guards. 
9. Prime Minister Modi welcomed the recent developments in Japan's policy on transfer of 
defence equipment and technology. The two Prime Ministers expressed the hope that this 
would usher in a new era of cooperation in defence equipment and technology. They 
recognized the enormous future potential for transfer and collaborative projects in defence 
equipment and technology between the two countries. They welcomed progress made in 
discussions in the Joint Working Group on cooperation in US-2 amphibian aircraft and its 
technology, and directed their officials to accelerate their discussions. They also directed 
their officials to launch working-level consultations between the two countries with a view to 
promoting defence equipment and technology cooperation. 
10. The two Prime Ministers recognized their wide-ranging shared interests in security of 
maritime and cyber domains, and decided to work with each other and with like-minded 
partners to preserve the integrity and inviolability of these global commons. They affirmed 
their shared commitment to maritime security, freedom of navigation and overflight, civil 
aviation safety, unimpeded lawful commerce, and peaceful settlement of disputes in 
accordance with international law. 
 
Global Partnership for Peace and Security in the Region and the World 
11. The two Prime Ministers affirmed their shared belief that at a time of growing turmoil, 
tensions and transitions in the world, a closer and stronger strategic partnership between 
India and Japan is indispensable for a prosperous future for their two countries and for 
advancing peace, stability and prosperity in the world, in particular, in the inter-connected 
Asia, Pacific and Indian Ocean Regions. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on 
Japan‟s policy of "Proactive Contribution to Peace” and Japan‟s Cabinet Decision on 
development of seamless security legislation. Prime Minister Modi supported Japan‟s 
initiative to contribute to peace and stability of the region and the world. 
12. The two Prime Ministers decided, in particular, to draw on the strength of their two countries' 
shared values, convergent interests, and complementary skills and resources to build a strong 
partnership to promote economic and social development, capacity-building and 
infrastructure development in other interested countries and regions. 
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13. The two Prime Ministers affirmed their intention to engage with other countries in the region 
and beyond to address the region's challenges, deepen regional cooperation and integration, 
strengthen regional economic and security forums and promote peaceful resolution of 
disputes. They underscored the importance of closer consultation and coordination between 
India and Japan in regional forums, including the East Asia Summit processes and forums. 
They expressed satisfaction with progress in official level trilateral dialogue among India, 
Japan and the United States and expressed the hope that this would lead to concrete and 
demonstrable projects to advance their shared interests and that of other partners. They 
decided to explore holding this dialogue among their Foreign Ministers. They will also 
explore the possibility of expanding, at an appropriate time, their consultations to other 
countries in the region. 
14. The two Prime Ministers condemned terrorism in all its forms and manifestations, 
irrespective of their perpetrators, origin and motivations. They emphasised that the evolving 
character of terrorism called for stronger international partnership in combating terrorism, 
including through increased sharing of information and intelligence. They shared concern 
over deteriorating security situation in various countries, and affirmed, in this regard, the 
importance of elimination of terrorist safe havens and infrastructure. They also called for 
reinvigorating multilateral action on terrorism, including through the finalisation and 
adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations 
at the earliest. 
15. The two Prime Ministers expressed concern over North Korea‟s continued development of 
its nuclear weapons and ballistic missile programs, including its uranium enrichment 
activities. They urged North Korea to take concrete actions towards denuclearization and 
other goals as well as to fully comply with its international obligations, including under all 
relevant United Nations Security Council Resolutions and its commitments under the 2005 
Six-Party Talks Joint Statement. They also urged North Korea to address, at the earliest, the 
humanitarian concerns of the international community, including the abductions issue. 
16. The two Prime Ministers stressed their shared interests, including with respect to energy 
security, in a stable and peaceful Middle East, West Asia and the Gulf regions. They 
expressed their deep concern over continuing turmoil and instability in the region, from 
diverse sources of conflict, which has had tragic and devastating impact on countries and 
people in the region. Ending the region's conflicts, combating terrorism and resolving 
outstanding issues, they shared, was of paramount importance, not just for the people of the 
region, but also to the world. They welcomed negotiations between P5+1 and Iran over the 
Iranian nuclear issue and urged all parties to show political will and seek common ground 
while accommodating differences. 
17. The two Prime Ministers affirmed their shared determination, and called for sustained 
international commitment to promote Afghan-led economic development, political pluralism 
and capacity-building in security in Afghanistan beyond 2014 to help it become a united, 




18. The two Prime Ministers affirmed the urgent need for comprehensive reform of the UN 
Security Council, especially its expansion in both permanent and non-permanent categories, 
to make it more representative, legitimate, effective and responsive to the realities of the 21st 
century. They called for concrete outcome in this direction by the 70th anniversary of the UN 
in 2015 and decided to enhance efforts bilaterally and under the G-4 to realize this. In this 
regard, they decided to strengthen their bilateral cooperation and outreach with other member 
states. They also highlighted the outcome of the third round of India-Japan consultations on 
UN issues held in Tokyo in July 2014. 
 
Civil Nuclear Energy, Non-proliferation and Export Control 
19. The two Prime Ministers affirmed the importance of civil nuclear cooperation between the 
two countries and welcomed the significant progress in negotiations on the Agreement for 
Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy. They directed their officials to further 
accelerate the negotiations with a view to concluding the Agreement at an early date, and 
strengthen the two countries‟ partnership in non-proliferation and nuclear safety. 
20. Prime Minister Abe commended India‟s efforts in the field of non-proliferation including the 
affirmation that goods and technologies transferred from Japan would not be used for 
delivery systems for WMD. Prime Minister Modi appreciated the decision of the 
Government of Japan to remove six of India‟s space and defence-related entities from Japan's 
Foreign End User List. They looked forward to enhanced trade and collaboration in high 
technology. 
21. The two Prime Ministers affirmed their commitment to work together for India to become a 
full member in the four international export control regimes: Nuclear Suppliers Group, 
Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement and Australia Group, with the 
aim of strengthening the international non-proliferation efforts. 
  
Partnership for Prosperity 
22. Prime Minister Abe affirmed a broader and stronger Japanese partnership for Prime Minister 
Modi's bold and ambitious vision for accelerating inclusive development in India, 
particularly by transforming the infrastructure and manufacturing sectors. Prime Minister 
Modi expressed his deep appreciation for Japan‟s continuous support for India‟s economic 
development and stated that no country has done more for modernizing India's infrastructure 
than Japan. 
23. The two Prime Ministers announced the India–Japan Investment Promotion Partnership 
under which: 
a) The two Prime Ministers decided to set a target of doubling Japan‟s foreign direct 
investment and the number of Japanese companies in India within five years as an objective 
to be jointly achieved. They also decided to work closely towards further expanding bilateral 
trade relationship to the next stage. 
b) Prime Minister Abe expressed his intention to realize 3.5 trillion yen of public and private 
investment and financing from Japan, including Overseas Development Assistance (ODA), 
to India in five years, to finance appropriate public and private projects of mutual interest 
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including in the areas of next generation infrastructure, connectivity, transport systems, 
Smart Cities, rejuvenation of Ganga and other rivers, manufacturing, clean energy, skill 
development, water security, food processing and agro industry, agricultural cold chain, and 
rural development. In this connection, Prime Minister Abe pledged ODA loan of 50 billion 
yen to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) for a public-private 
partnership infrastructure project in India. 
c) The two Prime Ministers welcomed the public-private initiatives between the two 
countries to set up Electronics Industrial Parks in India. They also shared the intention to 
develop "Japan Industrial Townships” and other industrial townships with investment 
incentives for companies would not be lower than under the prevailing policy framework 
such as Special Economic Zone (SEZ), National Investment and Manufacturing Zone 
(NIMZ). 
d) The two Prime Ministers directed their officials to work out an appropriate mix of 
financing mechanisms, including public-private partnership, and terms for utilization of 
public funds, taking into account the nature of the projects, developmental priorities, 
procurement policies, level of industrial and technological capacities and skills available 
locally. They decided to explore ways to enhance Japanese and Indian participation in 
appropriate infrastructure projects in India. 
e) Prime Minister Modi underlined his determination to further improve the business 
environment in India, including through tax, administrative and financial regulations, in 
order to boost investment. The two Prime Ministers decided to further deepen bilateral 
economic and financial cooperation. Prime Minister Abe welcomed the approval to establish 
Mizuho Bank's Ahmedabad branch. 
24. The two Prime Ministers placed special emphasis on Japan's cooperation for enhanced 
connectivity and development in Northeast India and linking the region to other economic 
corridors in India and to Southeast Asia, which would catalyse economic development and 
increase prosperity in the region. 
25. Prime Minister Modi briefed Prime Minister Abe on his initiative for Smart Cities and 
renewal of heritage cities, including the city of Varanasi. Prime Minister Abe expressed 
Japan‟s willingness to support this objective. The two Prime Ministers welcomed the signing 
of the document to promote partnership city arrangement between the ancient cities of 
Varanasi and Kyoto. 
26. Lauding Prime Minister Modi's vision for development of world class infrastructure in India, 
including High Speed Railway system, Prime Minister Abe expressed his hope that India 
could introduce Shinkansen system for the Ahmedabad – Mumbai route. Prime Minister Abe 
expressed his readiness to provide financial, technical and operational support to introduce 
Shinkansensystem, for which Prime Minister Modi expressed his appreciation. The two 
Prime Ministers look forward to the completion of the Joint Feasibility Study on High Speed 
Railway system on Ahmedabad – Mumbai route. 
27. The two Prime Ministers welcomed the progress in the ongoing flagship projects of India-
Japan economic partnership, such as the Western Dedicated Freight Corridor (DFC), Delhi-
Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and 
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committed to accelerate their implementation. Prime Minister Modi invited Japanese 
investments in the development of new smart cities and industrial parks along these 
corridors. Appreciating Japan‟s contribution to the development of urban mass rapid 
transport system in India, Prime Minister Modi sought Japan‟s association with Ahmedabad 
Metro Project. Prime Minister Abe expressed Japan‟s willingness to support the project in a 
mutually beneficial manner. 
28. Recognising the critical dependence of their economies on imported energy sources and their 
vulnerability to supply shocks, the two Prime Ministers affirmed their intention to further 
strengthen energy cooperation through the India–Japan Energy Dialogue. They shared the 
intention that India and Japan would explore a higher level of strategic collaboration in the 
global oil and natural gas market, including through joint procurement of LNG, upstream 
development of oil and gas, and joint efforts to promote flexible LNG markets, including 
through relaxation of destination clauses. The two Prime Ministers also welcomed enhanced 
cooperation on utilizing highly efficient and environmentally-friendly coal-fired power 
generation technology and progress on cooperation in Clean Coal Technology (CCT). 
29. The two Prime Ministers welcomed substantial agreement on a commercial contract for 
manufacturing and supply of rare earth chlorides from India to Japan and affirmed their 
strong resolution for the finalization of commercial contract as well as the commencement of 
commercial production at the earliest. 
30. The two Prime Ministers affirmed the commitment of both counties to actively engage in the 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations and to make RCEP a 
modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership 
agreement. They decided to cooperate further towards conclusion of RCEP negotiations. 
 
Exploring Science, Inspiring Innovation, Developing Technology, Connecting People 
31. The two Prime Ministers noted with satisfaction the recent productive Ministerial discussions 
in the fields of education, culture, sports, and science & technology, and recognized that the 
two Governments can truly harness the full potential of their relationship by seizing the vast 
opportunities for collaborating in science & technology, innovation, education, skill 
development, health, and information and communications technology to create new 
opportunities for their talented people, transform lives and address global challenges. 
32. The two Prime Ministers decided to spur cooperation, in particular, in the cutting-edge fields 
such as life sciences including stem cell research, material science, cognitive science, applied 
mathematics, computing and information science, ocean technology and ocean observations, 
clean and renewable energy, water technology, climate change science and outer space. They 
recognized the importance to launch joint laboratories in India and Japan. They welcomed 
the growing collaboration between their research agencies and laboratories, and attached 
priority to expanding research exchanges, in particular, between their young scientists and 
students. 
33. The two Prime Ministers acknowledged that the richness of the relationship between the two 
countries came from the long-standing wealth of goodwill and warmth between their people, 
and expressed their determination to further enhance people to people contacts and promote 
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mutual understanding. In this connection, they welcomed growing cooperation in tourism, 
youth exchanges, educational collaboration, and cultural exchanges including the cultural 
activities which will be held under the Festival of India in Japan. 
34. Prime Minister Abe expressed his appreciation for Prime Minister Modi‟s Digital India 
initiative. The two Prime Ministers affirmed the importance of collaboration in the field of 
information and communications technology (ICT) through ICT Comprehensive 
Cooperation Framework. 
35. Prime Minister Abe invited India to participate in the „Sport for Tomorrow‟ programme. 
Prime Minister Modi welcomed this proposal. The two Prime Ministers expressed 
satisfaction at the growing educational and research partnership, including in humanities and 
social sciences - from the revival of Nalanda University, the ancient seat of learning, to 
addressing tomorrow's challenges through the establishment of Indian Institute of 
Technology, Hyderabad (IIT-H), and the Indian Institute of Informational Technology, 
Design and Manufacturing in Jabalpur (IIITDM-J), cutting-edge institutions of the 21st 
century. They decided to make efforts to substantially increase the number of exchange 
students between India and Japan as well as to enhance Japanese language education in 
India. 
36. The two Prime Ministers welcomed the launch of cooperation in the field of healthcare. They 
appreciated the growing cooperation in the field of women empowerment. Prime Minister 
Abe briefed Prime Minister Modi on his efforts to create a „society in which all women 
shine‟. Sharing the view of Prime Minister Abe, Prime Minister Modi stressed the need to 
recognise the power of women and their important role in nation-building and the 
development journey of a country. 
 
Leading for the future 
37. Conscious that from time immemorial whenever Indians and Japanese have come together, 
they have struck a deep chord in each other; recognizing the importance of their countries' 
success; grateful to previous leaders for their invaluable contribution in building this 
relationship; aware of their enormous responsibility to lead at a moment of great 
opportunities and challenges, the two Prime Ministers decided to create a relationship that 
will shape the course of their countries and the character of this region and the world in this 
century. 
38. Prime Minister Modi expressed his appreciation for the warm welcome and gracious 
hospitality of Prime Minister Abe and the Government and people of Japan. 
39. Prime Minister Abe accepted Prime Minister Modi's invitation to visit India for the next 
Annual Summit in 2015. 
 
September 01, 2014 
Tokyo 
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